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Assalamu Alaikum. Wr. Wb 
Segala puji hanyalah milik Allah swt, karena atas segala nikmat baik 
berupa  rahmat maupun karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 
sesuai dengan waktu yang direncanakan. Salam dan salawat semoga senantiasa 
tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat serta kerabat beliau, 
dan juga ummatnya yang senantiasa bersama Rasulullah membawa risalah Allah 
Swt, sebagai junjungan yang menjadi suri tauladan terhadap seluruh umat 
manusia dan membawa dunia dari zaman yang gelap gulita menuju jalan yang 
dipenuhi cahaya karena syafaat yang diberikan kepada seluruh umat manusia.  
Kebesaran jiwa, cinta dan kasih sayang yang begitu besar serta doa yang 
selalu tercurahkan dari kedua orang tua, dan saudari tercinta, Ayahanda Drs. 
Muh. Darwis H. Padu, Ibunda Dra. Yuniarti H. Mallu, serta Adik Merliana 
Asia Putri Darwis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan, juga nasihat, 
serta bimbingan secara penuh hingga sampai pada saat ini.  
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Hukum (S.H) sekaligus penyelesaian akhir studi (S1) pada Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  
Disadari betul bahwa sebagai bagian dari seluruh makhluk Tuhan yang 
dhaif yang sudah pasti secara  sosial sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. 
Oleh karena itu, terasa sangat bijkasana bila dihaturkan terima kasih yang tak 
terhingga kepada sederetan hamba Allah yang telah memberikan sumbangsih baik 
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berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan sehingga kiranya dicatat oleh Allah 
Swt sebagai amal saleh. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 
membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, dan kepada yang terhormat:  
1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhanis, M.A, Ph.D selaku Rektor UIN 
Alauddin  Makassar. 
2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, M.Ag selaku Dekan 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya. 
3. Ibunda Dr. Kurniati, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN 
Alauddin Makassar dan ibunda Dr. Rahmiati, S.Pd., M.Pd selaku sekretaris 
Jurusan Hukum Tatanegara UIN Alauddin Makassar. 
4. Bapak Drs. HM. Gazali Suyuti, M. Ag selaku Pembimbing I dan Ibunda Dr. 
Fatmawati, M.Ag selaku Pembimbing II. Beliau ditengah kesibukannya 
bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk senantiasa 
memberikan  bimbingan dan arahan selama proses penyelesaian skripsi ini. 
5. Ibunda Dr. Nila Sastrawati, M.Si. selaku Penguji I dan Ibunda Dr. Sohrah, 
M.Ag.  selaku Penguji II.  
6. Seluruh dosen jurusan Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar 
yang telah memberikan seluruh ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, juga 
kepada seluruh staf Jurusan Hukum Tata Negara serta staf Akademik 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang sudah 
banyak membantu selama proses pengurusan berkas dan ujian sarjana. 
7. Ketua KPU Kota Makassar beserta seluruh jajarannya, dan para penghuni 
Lapas yang telah memberikan izin, bantuan, dan kemudahan kepada Penulis 
dalam melakukan penelitian.  
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8. Kepada seluruh Masyarakat Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang 
yang telah telah memberi informasi dan data sesuai dengan yang di butuhkan 
dalam penyusunan skripsi ini 
9. Keluarga yang telah memberikan banyak sumbangsih berupa doa, dukungan 
maupun materi, Amdya Masfufah S. Ip,  Muhammad Yusuf Baharuddin, 
Farah Zakiyah, Faragiskah Syakilah, Nursyamsi Muhalis, A.Md, Kep 
Muhammad Akbar, ST serta semua keluarga yang tidak dapat disebutkan, 
terima kasih atas dukungannya. 
10. Sahabat-sahabat, Khusnul Khatimah Sunardi, Andi Arvenia Tri 
Ramadhani Arasti, Devi Adelia Mutia, Andi Nurmayapada, Muh. Albar 
Ali, Ismail Ramdani terima kasih atas kebersamaan dan kebahagiaannya 
selama ini. 
11.  Sahabat-sahabat MAN, Fadhylah Nur Rezqykah, Indah Purnamasari, 
Yusliyanti, A. Nur Annisa, Indah Mursid, Maisarah Nur Muhal. terima 
kasih atas kebahagiaanya dan kehadirannya.  
12.  Sahabat-Sahabat MAN, Nurul Wahyuni Pratiwi A.Md, Ak yang telah 
menemani dalam mengurus proses hal penelitian, serta Indah Sari yang telah 
meluangkan waktunya untuk menemani penulis selama melakukan kegiatan 
penelitian. Nurul Arfiah A.Md, Gz yang senantiasa menemani selama 
penyusunan skripsi ini. 
13. Orang tua sahabat-sahabat, Mama Bapak Khusnul (Om Taba dan Tante 
Hasnah), Mama Papa Devi (Om Manaf dan Mama Devi), terima kasih 
selalu menerima ketika berkunjung ke rumahnya. 
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14. Kawan-kawan seperjuangan,  Muawwamatul Khaeria Al-Jaros, Aswinda, 
Reri Anggraini, Asrianti, Nursyamsi, Darmawati, Andri. Serta seluruh 
saudara ku di  HTN A 2016 dan juga keluarga besar HTN khususnya teman-
teman HTN Angkatan 2016. 
15. Teman-teman KKN Desa Palambarae, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba. 
Nurrahmatullah, Hasrahwati, Ayuni, Yuyun, Ima, Asri, Sardan, dan kak 
Akbar yang memberi keceriaan dan selalu setia bersama dalam suka maupun 
duka selama ber-KKN 
16. Kepada ibu posko Sulistiawati, dan seluruh lapisan masyarakat Desa 
Palambarae. yang  menjadi orang tua dan membimbing selama ber KKN di 
Desa Palambarae. 
Dan akhirnya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan 
sumbangsi yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. 
Akhir kata, diharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada 
pembaca sekalian. 
Wassalamu Alaikum Wr. Wb. 
Makassar, 06 Oktober 2020 
Penyusun, 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 Ha ḥ ح
ha (dengan titk di 
bawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر 
 Zai Z Zet ز 
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
viii 
 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’) 
 
 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 
bawah) 
 Dad ḍ ض 
de (dengan titik di 
bawah) 
 Ta ṭ ط 
te (dengan titik di 
bawah) 
 Za ẓ ظ 
zet (dengan titk di 
bawah) 
 ain „ apostrof terbalik„ ع
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah , Apostof ء 




Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa Arab. yang 
lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu  
 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fatḥah A A ا َ
 Kasrah I I ا َ
 ḍammah U U ا َ
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah an yā‟ Ai a dan i ىَ 
و  َ  fatḥah dan wau Au a dan u ى 
Harkat dan 
Huruf 




4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h].  
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ىber-
tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  ّ  maka ia,(ى 
ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i).  
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
 ا َ…I…ى..ا | ...
fatḥahdan alif atau 
yā‟ 
Ā a dan garis di atas 
 kasrahanyā‟ I i dan garis di atas ى
 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas وى 
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seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah  maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).   
7. Hamzah  
Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (’) hanya berlaku bagi hamzah 
yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia 
tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 
alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 
satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partake huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah.  
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t].  
10. Huruf Kapital  
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
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Pokok permasalahan yang mmenjadi kajian utama dari penelitian ini 
adalah  Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Hasil Pilpres 2019 di 
Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Telaah Hukum Tata 
Negara Islam? Dari pokok masalah tersebut, ditarik sub masalah yaitu:1) 
Bagaimana hasil pilpres 2019 di kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota 
Makassar? 2) Bagaimana persepsi Masyarakat terhadap hasil pilpres 2019 di 
Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar? 3) Bagaimana 
hukum konsep hukum tata negara islam terhadap hasil pilpres 2019 di Kelurahan 
Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar? 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field 
kualitatif research. Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu 
data yang diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara dan 
dokumentasi sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur-
literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini, analisis data yang 
digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Hasil rekapitulasi suara 
pilpres 2019 pasangan calon urut nomor dua, yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno 
berhasil menang di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. 
2) Persepsi masyarakat di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota 
Makassar tentu saja berbeda-beda, tidak hanya penilaian masyarakat yang menilai 
positif, namun ada tidak sedikit masyarakat di Kelurahan Paropo Kecamatan 
Panakkukang Kota Makassar menilai negatif KPU sebagai lembaga yang 
mengumumkan hasil pilpres 2019. 3) Konsep hukum tata negara Islam terhadap 
hasil pilpres di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, yaitu 
setiap muslim harus taat atas keputusan yang telah diputuskan oleh pemerintah. 
Karena Allah memerintah untuk mentaati ulil amri, yakni para penguasa, dari 
kalangan pemimpin, hakim, ahli fatwa. Apabila hakim menegakkan keadilan 
maka rakyat wajib menaati, selama tidak bertentangan dengan tuntutan dan ajaran 
agama. 
Implikasi dari Penelitian ini, yaitu 1) Sebagai warga negara yang baik, 
mestinya menerima keputusan KPU akan hasil pilpres. 2) Pemerintah sebaiknya 
melakukan sosialisai kepada masyarakat agar masyarakat dapat leboh mengetahui 
haknya sebagai pemilih, serta mengetahui informasi-informasi hasil pilpres yang 
patut dipercaya. 3)Masyarakat merupakan partisipan politik yang wajib menaati 
setiap keputusan pemerintah salah satunya dalam penetapan hasil pilpres 2019. 
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Islam sendiri mewajibkan umat Islam menerima atau taat pada keputusan 
penguasa sebagai bentuk perjuangan dalam menuangkan nilai-nilai Islam. 







A. Latar Belakang Masalah 
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk 
ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat serta 
pemilihan presiden merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan 
demokrasi.1 Dengan adanya demokrasi menandakan bahwa rakyat dapat memilih 
pilihannya baik itu wakil rakyat maupun pemimpin. Dalam kehidupan 
berdemokrasi, pemilu adalah suatu proses yang substansial dalam penyegaran 
suatu pemerintahan. Dikatakan suatu penyegaran karena pemilu yang dilakukan 
secara berkala merupakan suatu sarana untuk meregenarasi kepemimpinan 
sehingga dapat mencegah munculnya kepemimpinan yang otoriter. Melalui 
pemilu rakyat menilai kinerja pejabat yang telah mereka pilih sebelumnya dan 
menghukumnya dengan cara tidak memilihnya pada pemilu berikutnya jika 
kinerja selama menjadi pejabat dinilai buruk. Dengan demikian, para pemimpin 
rakyat yang menjadi anggota badan legislatif maupun yang menduduki jabatan 
eksekutif diseleksi dan diawasi sendiri oleh rakyat.2  
Pemilihan umum di Indonesia tentunya sudah berlangsung sejak lama. Melihat 
pada sejarah 1955 merupakan pemilihan umum pertama kali diadakan di 
Indonesia. Pemilu pada waktu itu bertujuan untuk memilih Dewan Perwakilan
 
1Muhadam Labolo & Teguh Ilham, Partai Politik dan Pemilihan Umum di 
Indonesia:Teori,Konsep, dan Strategi,(Ed. I, Cet II: Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 50 
2Muhadam Labolo & Teguh Ilham, Partai Politik dan Pemilihan Umum di 





Rakyat (DPR) beserta Konstituante yang ada pada masa kepemimpinan Presiden 
Soekarno. Pada tanggal 5 Juli 1971 pemilu kembali digelar untuk menentukan wakil 
rakyat di DPR pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).3 
Dalam pemerintahan Soekarno, pemilu pertama kali diadakan, yaitu pada tahun 
1955 dan hanya memilih anggota DPR. Sedangkan, pada masa pemerintahan 
Soeharto pemilu berlangsung sebanyak enam kali selama masa orde baru. Sepanjang 
pemilu pada orde baru hanya ada tiga partai, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Golkar 
selalu menjadi pemenang. Pemilu dalam orde baru tidak dilaksanakan untuk memilih 
presiden, dan wakil presiden. Hanya untuk memilih anggota legislatif secara 
langsung. 
Pemilihan umum 2004 untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia diadakan 
pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, sebelumnya presiden dan 
wakil presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada masa 
pemerintahan sebelumnya. Pemilu ini merupakan tonggak demokratisasi Indonesia 
pasca Reformasi. Pertama kalinya masyarakat Indonesia memilih langsung presiden 
dan wakil presiden. Pada putaran pertama terdapat lima pasangan calon presiden dan 
wakil presiden belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50% ,maka dilakukan 
pemilu presiden dan wakil presiden putara kedua, dengan peserta dua pasangan calon 
presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan 
terbanyak kedua.4 
Pemilu selanjutnya juga dilaksanakan kurun waktu lima tahun berikutnya, yang 
dimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden pasal 3 ayat 1 “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
dilaksanakan setiap lima 5 (lima) tahun sekali”.5 Pada tahun 2009 tidak jauh berbeda 
dengan pemilu 2004. Namun ada perbedaan antara persyaratan pencalonan presiden 
 
3Khoiril Huda & Zulfa ‘Azzah Fadhlika, Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan 
Persaingan Pemicu Perpecehan Bangsa, vol. 4, No. 3 (Tahun 2018) 
4Muhadam Labolo & Teguh Ilham, Partai Politik dan Pemilihan Umum di 
Indonesia:Teori,Konsep, dan Strategi h. 157-158  
5Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang  Pemilu Presiden dan 





dan wakil presiden pada pemilu 2009 dengan pemilu 2004.  Syarat parpol untuk dapat 
mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah memiliki sekurang-kurangnya 
20% kursi legislatif atau yang memperoleh sedikitnya 25% dari perolehan suara 
nasional dalam pemilu DPR.6 
Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 
2009 dan diikuti tiga partai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilu 
presiden dan wakil presiden tahun 2009 ini berlangsung hanya satu putaran saja, 
karena salah satu pasangan calon sudah memperoleh suara lebih dari 50%.7 Pada 
tahun 2009 pemilihan presiden di menangkan kembali oleh Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY). Apalagi SBY sebagai petahana pada pemilihan presiden dan 
wakil presiden pada tahun 2004. Hanya saja tidak bersama wakil terdahulunya, 
melainkan bersama wakil barunya, yaitu Boediono. Kemudian, tahun 2014 disebut 
sebagai politik di Indonesia. Karena, tahun ini merupakan momentum pesta 
demokrasi terbesar yang selalu diadakan 5 tahun sekali di Indonesia, yaitu pemilihan 
legislatif dan pemilihan presiden. 
Pada pemilihan presiden 2014 diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Prabowo 
Subianto bersama Hatta Rajasa, dan Joko Widodo bersama Jusuf Kalla. Hasil 
perhitungan resmi menunjukkan kemenangan bagi pasangan Joko Widodo dan Jusuf 
Kalla sebagai peraih suara terbanyak Pemilu Presiden 2014. Keduanya meraih 
kemenangan 70.997.85 suara (53,15%) pada Pemilu Presiden 2014. Sedangkan, 
Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa meraih 62.576.444 suara (46,85%).8 Adapun 
beberapa faktor masyarakat memilih dan berdampak pada kemenagnan pasangan 
Joko Widodo dan Jusuf kalla pada Pilpres 2014, yaitu figure Joko Widodo, media, 
 
6Muhadam Labolo & Teguh Ilham, Partai Politik dan Pemilihan Umum di 
Indonesia:Teori,Konsep, dan Strategi h. 168  
7Muhadam Labolo & Teguh Ilham, Partai Politik dan Pemilihan Umum di 
Indonesia:Teori,Konsep, dan Strategi, h. 174 
8Dian Maharani & Deytri Robekka Aritonang, “Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Pilpres 2014”, 
Kompas.com,https://amp/s/amp/kompas.com/nasional/read/2014/07/22/20574751/Ini.Hasil.Resmi.Rek





dan pergerakan relawan. Sebelum pilpres 2014 berlangsung Jokowi didalam 
kesehariannya menujukkan sikap kesederhanaannya dan kedekatannya dinilai oleh 
banyak pengamat merupakan satu dari hal yang menjadi faktor meningkatnya tingkat 
popularitas maupun elektabilitas (keterpilihan) masyarakat kepada Jokowi.9 
Pemilihan Presiden 2019 telah selesai dilaksanakan, tidak ada perbedaan pada 
tahun 2014. Pilpres tahun 2019 merupakan rematch atau tanding ulang pilpres 2014. 
Hanya wakilnya yang berubah di tahun 2019, namun masih dengan sistem yang 
sama. Menurut KPU, jumlah suara sah nasional tercatat 154.257.601 jumlah suara 
sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin mencapai 
85.607.362 atau 55,50% dari total suara nasional. Sedangkan suara pasangan saingan 
mereka, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, adalah 68.650.239 suara atau 44,50% dari 
total suara sah nasional.10 
Hasil dari pilpres 2019 ditolak Prabowo-Sandi dan para pendukungnya alasannya 
. Hasil ini menyebabkan masyarakat terbagi dua kelompok.  Munculnya kedua kubu 
pada pilpres 2019 seolah-olah membuat pembagian dikalangan masyarakat kedalam 
dua kelompok masyarakat. Selama pilpres 2019 berlangsung terjadi maraknya isu 
sara dan hoax ditengah-tengah masyarakat., hal ini tentu sangat memprihatinkan 
karena dapat memecah belah bangsa, bukan hanya itu banyak terjadi konflik antar 
kubu yang saling melontarkan kata kasar baik melalui media sosial, maupun secara 
langsung. 
Di Makassar, KPU menetapkan pasangan calon presiden Prabowo-Sandiaga 
meraih total 416.990 suara. Jumlah itu sebanding dengan 57,8% dari total 721.105 
suara sah. Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, meraih 42,2%, yakni total 304,115% 
suara. Pada pilpres, terdapat 9.299 suara tidak sah di Makassar.11 Para pendukung 
 
9Jom Fisip, Analisis Kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Pelalawan 
10Akbar Nugroho, “KPU: Hasil Pilpres 2019 dengan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menang 
55,50%, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 44,50%”, BBC NEWS Indonesia , 20 Mei 2019, 
https://www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-48329211, (02 Oktober 2019)  
11Ana Pranata, Hasil Rekapitulas: Prabowo Unggul 57,8 Persen di Makassar. IDN TIMES, 16 Mei 
2019, https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/amp/aanpranata/hasil-rekapitulasi-prabowo-unggul-578-





Prabowo-Sandiaga di Makassar melakukan aksi demo meminta mendiskualifikasi 
Jokowi-Ma’ruf Amin karena menurut mereka banyak melakukan kesalahan. Akibat 
ini, masyarakat tidak akan percaya pada pemerintahan (sebagai sistem), apabila 
dalam pelaksanaannya tidak fair, tidak benar, tidak jujur dan bahkan penuh 
kecurangan. Sehingga mudah terbentuk tidak saling percaya, bahkan konflik antar 
pendukung. Dengan demikian berdasarkan pembahasan diatas, adapun judul dalam 
proposal ini, yaitu “Persepsi Masyarakat Terhadap Hasil Pilpres 2019 Kelurahan di 
Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar telaah hukum Tata Negara 
Islam” 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini penulis perlu membatasi fokus penelitian dan deskripsi 
fokus untuk menjaga agar penelitian ini tetap terarah. Adapun fokus penelitian daan 
deskripsi fokus tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis perlu membatasi fokus penelitian dan deskripsi 
fokus untuk menjaga agar penelitian ini tetap terarah. Adapun yang menjadi fokus 
penelitian dalam penelitian ini adalah : 
a) Persepsi Masyarakat 
b) Hasil Pilpres 2019 
c) Hukum Ketatanegaraan Islam 
2. Deskripsi Fokus 
Adapun deskripsi fokus yaitu merujuk pada “Persepsi Masyarakat Terhadap 
Hasil Pilpres 2019 Kelurahan di Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar 
telaah hukum Tata Negara Islam” Untuk mendapatkan gambaran dan lebih 
memudahkan pemahaman fokus penelitian dan deskripsi fokus terkait dengan 
masalah “Persepsi Masyarakat Terhadap Hasil Pilpres 2019 Kelurahan di Paropo 
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar telaah hukum Tata Negara Islam”. Peneliti 





No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1. Persepsi Masyarakat Persepsi masyarakat merupakan tanggapan 
atau pengetahuan lingkungan dari 
kumpulan individu-individu yang saling 
bergaul dan berinteraksi karena 
mempunyai nilai-nilai, norma-norma, 
cara-cara dan prosedur merupakan 
kebutuhan bersama berupa suatu sistem 
adat istiadat tertentu yang bersifat continue 
dan terikat oleh suatu identitas bersama 
yang diperoleh melalui interpretasi data 
indera. 
2 Hasil Pilpres 2019 Hasil pilpres 2019 merupakan hasil 
rekapitulasi suara yang telah di umumkan 
oleh KPU Pusat melalui pemilihan 
presiden. Hasil pilpres 2019 di maksud 
dalam penelitian ini adalah persepsi 
masyarakat di Kelurahan Paropo 
Kecamatan Panakkukang Kota makassar 
setelah pengumuman hasil pilpres 2019 di 
Kelurahan Paropo Kecamatan 
Panakkukang Kota Makassar 
3 Hukum Ketatanegaraan Islam Hukum-hukum yang mengatur 
kepentingan negara dan mengatur urusan-
urusan umat sejalan dengan jiwa syariat 





universal (kully) untuk merealisasikan 




C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok masalah 
dalam penulisan skripsi ini adalah “Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Hasil 
Pilpres 2019 Kelurahan di Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar telaah 
hukum Tata Negara Islam?” dengan sub-sub masalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana hasil pilpres 2019 di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang 
Kota Makassar ? 
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hasil pilpres 2019 di Kelurahan 
Paropo, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar  ? 
3. Bagaimana konsep Hukum Tata Negara Islam terhadap persepsi masyarakat 
dalam Pilpres 2019 di Kecamatan. Panakukkang, Kelurahan Paropo Kota 
Makassar ? 
D. Kajian Pustaka 
1. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham dalam bukunya yang berjudul, “Partai 
Politik dam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu 
Strategis”. Buku ini mengangkat dua tema penting yaitu partai politik dan 
sistem pemilu. Maka pemahaman terhadap sistem pemilu di tingkat 
implementasi penting agar mekanisme mampu menjamin diproduksinya 
kepemimpinan pemerintahan yang unggul sebagai syarat terbangunnya sistem 
politik yang stabil. Apabila partai politik menjadi sarana ideal dalam fungsi 
rekrutmen, kaderisasi dan pendidikan politik elite, maka semestinya sistem 
pemilu menjembatani output partai politik (elite) untuk masuk kedalam sistem 
pemerintahan. Secara garis besar buku ini membahas tentang partai politik, 





serta masa depan partai politik dan pemilu di Indonesia. Namun buku ini tidak 
menjelaskan secara rinci bagaimana partai politik menjadi sarana ideal, dan 
buku ini tidak menjelaskan bagaimana Islam dalam mengatur pemilihan 
umum.  
2. Khoiril Huda & Zulfa ‘Azzah Fadhlika, dalam jurnalnya yang berjudul 
Pemilu Presiden 2019: Antara Konstestasi Politik dan Persaingan Pemicu 
Perpecahan Bangsa, dalam jurnal ini membahas tentang adanya perbedaan 
prinsip dan sudut pandang para konstestan menjadi salah satu faktor 
munculnya kontestasi di kalangan elit politik. Di saat kedua paslon 
memberikan saran, dan kritik yang seharusnya bersifat membangun tidak 
hanya mengomentari, tanpa ada solusi. Akan tetapi dalam jurnal ini tidak 
dijelaskan bagaimana solusi dalam permasalahan tersebut, sehingga 
menimbulkan perpecahan antara masyarakat. 
3. Indarja, dalam jurnal berjudul Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden di Indonesia. Dalam jurnal ini membahas tentang pengaturan pemilu 
Presiden dari masa ke masa berubah-ubah, dimulai dari 1945-1950, Presiden 
dan Wakil Presiden di pilih oleh PPKI secara aklamasi. Kemudian di masa 
Orde Baru, dimana Presiden dan Wakil Presiden diangkat oleh MPRS. 
Kemudian, Era Reformasi terjadilah pemilu pertama yang memungkin rakyat 
memilih Presiden dan Wakil Presiden pilihan mereka secara langsung. Tetapi 
jurnal ini tidak menjelaskan secara permasalahan yang ada dalam 
perkembangan pemilihan presiden dan wakil presiden dari masa-ke masa. 
4. Jom Fisip, dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Kemenangan Joko 
Widodo-Jusuf Kalla Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014. Dalam jurnal ini, 
membahas bagaimana strategi kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang 
memenangi kala pemilihan Presiden 2014 yang saingannya adalah Prabowo 
Subianto-Sandiaga Uno. Kemenangan Jokowi dan Jusuf Kalla mengantarkan 
mereka menjadi Presiden 2014-2019 namun dalam pemilihan Presiden 





belah. Namun Jurnal ini tidak menjelaskan, kelemahan dari pasangan Joko 
Widodo-Jusuf Kalla pada kala pemilihan presiden 2014 
5. Khairul Fahmi, dalam bukunya yang berjudul Pemilihan Umum dan 
Kedaulatan Rakyat. Dalam buku ini membahas tentang kedaulatan rakyat dan 
sistem pemilihan umum, dengan penjebaran mengenai istilah dan pengertian 
teori kedaulatan rakyat, latar belakang dan prinsip-prinsipnya. Buku ini tidak 
menjelaskan Pemilihan umum dan Kedaulatan Rakyat menurut perspektif 
Hukum Islam sehingga penjabaran pemilihan umum dan kedaulatan rakyat 
masih kurang. 
6. Sutisna, dalam bukunya Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam 
dan Hukum Positif di Indonesia. Dalam buku ini membahas tentang pemilihan 
kepala negara dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam 
buku tersebut dijelaskan pemilihan presiden dan wakil presiden menurut 
hukum Islam adalah menggunakan beberapa mekanisme yang telah 
dicontohkan dalam pemilihan para khulafaur rasyidin di Madinah. Sedangkan 
pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah mengalami 
perubahan yang cukup signifikan. Pada Orde Lama dan Orde Baru presiden 
dan wakil presiden di pilih oleh MPR. Sedangkan pada Era Reformasi sampai 
sekarang presiden  dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam 
buku ini tidak menjelaskan secara lengkap pemilihan presiden di Indonesia 
dari masa ke masa. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian terbagi atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 
khusus. 
a. Tujuan Umum 
Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap hasil Pilpres 2019 di Kota 
Makassar 





1) Untuk mengetahui hasil pilpres 2019 di Kecamatan Panakkukang Kelurahan 
Paropo Kota Makassar 
2) Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap hasil Pilpres 2019 di 
Kecamatan Panakkukang Kelurahan Paropo Kota Makassar  
3) Untuk mengetahui konsep Hukum Tata Negara Islam terhadap persepsi 
masyarakat dalam Pilpres 2019 di Kecamatan Panakukkang Kelurahan 
Paropo, Kota Makassar 
2. Kegunaan  
Adapun kegunaan dari penelitian terbagi atas dua, yaitu kegunaan teoritis dan 
kegunaan praktis 
a. Kegunaan teoritis 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan mengembangkan wawasan serta 
dijadikan sumber informasi dengan tema yang sama. 
b. Kegunaan praktis 
Penelitian ini diharapkan agar mampu dijadikan dasar informasi untuk 









1. Pengertian Masyarakat 
Masyarakat dalam bahasa Inggris disebutt (society) yang berasal dari kata 
(socius) yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari kata bahasa Arab 
yaitu ”syirk” yang artinya bergaul dalam bahasa ilmiahnya adalah interaksi. 
Karena adanya saling bergaul maka terbentuklah aturan hidup yang bukan 
disebabkan manusia sebagai perorangan, tetapi oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti 
yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupunikatan kasih 
sayang yang erat.12 
Masyarakat menurut Para Ahli Sosiologi adalah sebagai berikut : 
a. Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat adalah jalinan hubungan sosial 
dan selalu berubah. 
b. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebutkan masyarakat merupaka 
tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. 
c. Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia 
yang terikat pada suatu sistem adat istiadat tertentu.13 
Adapun pengertian lain dari masyarakat yaitu “community” atau disebut 
masyarakat setempat merupakan warga sebuah desa, kota, suku, atau suatu negara. 
Jika kelompok itu itu baik, besar atau kecil, hidup bersama, memenuhi kepentingan 
hidup bersama, maka disebut masyarakat setempat.14 Maka masyarakat merupakan 
suatu kesatuan manusia yang hidup dalam suatu tempat yang saling berinteraksi 
antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang kemudian membentuk suatu kebudayaan.  
 
12 M. Munandar Soelaiman, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, (Bandung: Eresco), 
h. 63 
13 Ari H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 14 





2. Persepsi Masyarakat 
Persepsi berasal dari Bahasa Inggris yaitu perception yang artinya, persepsi, 
penglihatan, tanggapan. Maksudnya, proses seseorang menjadi sadar akan sesuatu 
yang ada di sekitar lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya yang di 
peroleh melalui interpretasi data indera. Menurut Simanjuntak, persepsi dapat 
didefinisikan sebagai proses dimana individu-individu mengorganisikan dan 
menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan 
mereka.15 
Jadi, dapat disimpulkan persepsi masyarakat sebagai tanggapan atau 
pengetahuan lingkungan dari kumpulan dari individu-individu yang saling bergaul 
dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, dan adanya sistem 
adat istiadat tertentu yang bersifat terikat karena adanya identitas yang di peroleh 
melalui interpretasi data indera. 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat 
Simanjuntak ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat, yaitu :  
a. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba 
menafsirkan yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat di pengaruhi oleh 
karakteristik pribadi dari persepsi perilaku individu tersebut. 
b. Target atau objek yang di amati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. 
Target yang tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan antara suatu 
target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti 
 
15Sarbaini, Harpani Matnuh dan Zainal, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 5, No. 9 





kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda yang berdekatan atau 
yang mirip. 
c. Situasi dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa 
sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.16 
Dapat disimpulkan, bahwa persepsi dipengaruhi oleh unsur subjektif orang 
yang mempersepsi, sehingga persepsi selalu mengarah pada fakta spesifikasi 
pribadi. Oleh karena itu, biasanya penerimaan objek terhadap objek yang sama 
akan ditanggapi berbeda oleh kelompok yang satu dan lainnya atau orang yang 
satu dengan lainnya. 
B. Pemilu 
1. Pengertian Pemilu 
Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam 
proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah 
mereka pilih melalui ajang pemilihan.17 
Pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan para pemimpin 
yang amanah yang mensejahterakan rakyat, apabila negara yang akan menerapkan 
demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.18 
 
16Sarbaini, Harpani Matnuh dan Zainal, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 5, No. 9 
(Mei, 2015), h. 738 
17Samuel P. Huntington, Gelombang Demokrasi Ketiga, (Jakarta: Grafitti, 1997), h. 5  






Adapun Jilmy Asshiddiqie beranggapan, pemilu merupakan cara yang 
diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokrtais. 
Berdasarkan konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau disebut 
dengan representative democracy. Di dalam praktik, yang menjalankan 
kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan 
rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, 
dan wakil-wakil rakyat itulah menentukan corak dan cara bekerjanya 
pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang 
mauupun dalam jangka yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar 
bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan oleh rakyat, 
yaitu melalui pemilihan umum. 
Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 angka 1 berbunyi : 
Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan 
rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.19 
 
Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi, 
rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang 
menetukan tujuan apa yang hendak di capai.   
Harold  J Laski mengatakan, kedaulatan adalah kekuasaan yang sah menurut 
hukum yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang atau golongan 
yang ada di dalamnya. Sedangkan menurut C. F. Strong dalam bukunya Modern 
 
19Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilu, bab I, 





Political Constitution mengemukakan, kedaulatan merupakan kekuasaan untuk 
membentuk hukum serta kekuasaan untuk melaksanakan pelakasanaannya.20 
Salah satu ciri negara demokrasi adalah melakasanakan pemilu dalam 
sewaktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan perwujudan daripada 
hak-hak politik rakyat sekaligus pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat 
kepada wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. 
Menurut A.S.S Tambunan Pemilu merupakan sarana melaksankan asas 
kedaulatan rakyat  Pemilihan Umum merupakan sarana melaksanakan asas 
kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari 
hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut 
oleh rakyat kepada wakilwakilnya untuk melaksanakan pemerintahan.21 
Berbeda dengan pendapat ahli hukum diatas menurut Parulian Donald, 
Pemilu memang bukan segala-galanya dalam demokrasi. Pemilu adalah saran 
pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada 
pemilu. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting dalm 
proses dinamika Negara.22 
Pada hakikatnya, masyarakat akan melakukan kegiatan memilih orang atau 
sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Sedangkan 
 
20Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 
2006), h. 230 
21A.S.S Tambunan, Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR,DPR, dan 
DPRD, (Bandung : Binacipta, 2010) h. 3.  





pemimpin yang dipilih oleh rakyat diharapkan menjalankan kehendak rakyat yang 
memilihnya.  
2. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum 
Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir 
antara lain: 
a. Menentukan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung  
Dalam kehidupan politik modern yang demokratis, pemilu berfungsi sebagai 
suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan 
dengan regulasi, norma, dan etika sehingga penentuan pemerintahan yang akan 
berkuasa dapat dilakukan secara damai dan beradab. Pemilihan tersebut secara 
langsung (rakyat ikut  memberikan suara) ataupun tidak langsung (pemilihan 
hanya dilakukan oleh wakil rakyat). 
b. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah 
Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para publik dapat 
dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah 
yang sedang berkuasa. Ketika pemerintah yang dianggap berkuasa dianggap tidak 
menujukkan kinerja yang baik selama memerintah maka dalam ajang pemilu ini 
para pemilih akan menghukumnya dengan cara tidak memilih calon atau partai 
politik yang sedang berkuasa saat ini. Begitu juga sebaliknya, ketika selama 
menjalankan roda pemerintahan mereka menujukkan kinerja yang bagus maka 
besar kemungkinan para pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang 






c. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa 
Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat publik 
dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap 
pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pemerintah yang sedang berkuasa 
dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah maka dalam 
ajang pemilu ini para pemilih akan menghukumnya dengan cara tidak memiih 
calon atau partai politik yang sedang berkuasa saat ini dan begitu juga 
sebaliknya.23 
Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta pemenang 
pemilu usai maka kita bisa mengukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap 
mereka yang telah terpilih tersebut. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan 
melihat perolehan suara, apakah mereka menang secara mutlak atau menang 
dengan selisih suara yang tipis dengan calon lain. Semakin besar persentase 
perolehan suara dari suatu calon maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat 
kepada calon tersebut. 
d. Sarana rekrutmen politik 
Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan 
seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem 
politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik 
memegang peranan yang sangat penting dalam sistem politik suatu negara. Dalam 
proses rekrutmen politik inilah yang akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan 
menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, 
 





fungsi rekrutmen politik ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu 
sistem politik. 
e. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat 
Sebelum dilaksanakan pemilu, tentu para calon akan melakukan kampanye 
politik. Dalam masa kampanye tersebut para calon akan menyampaikan visi, misi 
serta program yang akan dilaksanakan jika terpilih. Selain itu, pada masa ini 
rakyat juga menyampaikan tuntutan-tuntutannya sekaligus koreksi terhadap 
pemerintah yang sedang berkuasa. Pada saat ini dilakukanlah “evaluasi” besar-
besaran terhadap kinerja pemerintah selama ini.24 
Adapun Ramlan Surbakti mengatakan bahwa terdapat tiga tujuan 
dilaksanakannya pemilu, ketiga tujuan tersebut ialah: 
1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan 
alternatif kebijakan umum (public policy) dalam demokrasi. Maka dari itu 
pemilu adalah mekanisme penyelesaian dan pendelegasian atau 
penyerahan kedaulatan kepada seseorang atau partai yang di percaya. 
Untuk menentukan alternative kebijakan yang harus dilalui oleh 
pemerintah biasanya menyangkut hal yang prinsipil beberapa negara 
menyelenggarakan pemilu sebagai mekanisme penyeleksian kebijakan 
umum.biasanya rakyat yang memilih diminta untuk menyatakan “setuju” 
atau “tidak setuju” terhadap kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah. 
Pemilu menentukan kebijakan umum yang fundamental ini disebut 
referendum. 
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2) Pemilu dapat juga dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik 
kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakila rakyat 
melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang 
memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat terjamin. Hal ini 
didasarkan atas tanggpana di dalam masyarakat terdapat berbagai 
kepentingan yang tidak hanya berbeda, tetapi juga kadang-kadang mereka 
saling bertentangan, dan dalam sistem demokrasi perbedaan atau 
pertentangan kepentingan tidak diselesaikan dengan kekerasan. Melainkan 
melalui proses musyawarah. 
3) Pemilu merupakan sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan 
rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam 
proses politik. Hal yang ketiga ini tidak hanya berlaku di negara 
berkembang, tetapi juga di negara-negara industri maju kendati sifatnya 
berbeda.25 
Sedangkan menurut penjelasan UU No. 15 Tahun 1969, tentang Pemilihan 
Umum, yang masih berlaku sampai tahun Pemilu 1997, disebutkan bahwa tujuan 
pemilu adalah:  
“Dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita 
Revolusi Kemerdekaan RI Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut 
dalam Pancasila dan UUD 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus 
dilakukan dengan jalan Pemilihan Umum. Dengan demikian, diadakan 
pemilihan umum tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam 
lembaga permusyawaratan atau perwakilan, dan juga tidak memilih wakil-wakil 
rakyat untuk menyusun negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat 
oleh rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan, 
mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan NKRI bersumber pada 
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Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban Amanat 
Penderitaan Rakyat. Pemilihan Umum adalah alat yang penggunaannya tidak 
boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan 
hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin suksesnya perjuangan 
orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945”.  
 
Makna yang tersimpul dalam tujuan pemilu tersebut merupakan fundamental 
pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
Sedangkan tujuan Pemilihan Umum menurut UU No. 12 Tahun 2003 tentang 
Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD adalah : ”Pemilu diselenggarakan yang 
bertujuan untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, serta untuk membentuk 
negara yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka 
mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD NKRI Tahun 
1945”. 
Adapun tujuan Pemilihan Umum menurut UU No. 23 Tahun 2003, tentang 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu : 
“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Selenggarakan dengan tujuan 
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan 
yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjelaskan fungsi-fungsi kekuasaan 
pemerintah negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaiman 
diamanatkan dalam UUD NKRI Tahun 1945. 
 
Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilu ada 
empat, yaitu : 
1) Untuk mementingkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan 
secara tertib dan damai 
2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili 
kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. 





4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.26 
C. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 
Pemimpin merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam suatu 
negara. Di Indonesia kepemimpinan negara di pegang oleh seorang Presiden. 
Berdasarkan ketentuan UUD 1945, pemilihan Presiden dilakukan melalui proses 
pergantian kekuasaan atau transfer kekuasaan (otoritas) secara damai yang 
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Sehingga 
eksistensi Pemilu di Indonesia sangat dalam penyelenggaraan negara.  
Arus demokrasi terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia begitu derasnya 
terjadi pasca reformasi. Salah satunya terhadap sistem pemilihan Presiden. Setelah 
amandemen ketiga pemilihan Presiden dilaksanakan secara langsung. Peristiwa 
ini merupakan suatu kemajuan dalam sistem pemilihan Presiden di Indonesia. 
Namun jika ditinjau secara lebih komprehensif, sistem pemilihan Presiden di 
Indonesia masih belum menujukkan sistem yang sepenuhnya demokratis. Hal 
tersebut nampak dari mekanisme jalur rekruitmen calon Presiden dan Wakil 
Presiden yang hanya mengkomodasi pencalonan melalui partai politik saja.27  
Menurut Mahmud M.D pemilihan langsung secara demokratis yaitu, sebagai 
berikut: 
1. Membuka pintu tampilnya presiden dan wakil presiden sesuai kehendak 
mayoritas rakyat sendiri. 
 
26Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 
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2. Perlunya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk 
menjaga stabilitas pemerintah agar tidak mudah di jatuhkan di tengah 
jalan.28 
a) Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasca Reformasi 
Pada masa reformasi, gagasan kedaulatan rakyat dan penegakan 
konstitusionalisme telah melahirkan pandangan mengenai constitutionak reform 
atau amandemen UUD 1945 yang selama Orde Baru “disakralkan”. Amandemen 
UUD 1945 menghasilkan sejumlah design baru format ketatanegaraan di 
Indonesia. Salah satunya adalah Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui 
Pemilu secara langsung oleh rakyat, sedangkan kewenangan MPR hanya sebatas 
melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih saja. Hal ini berbeda dengan sistem 
pemerintahan sebelum amandemen UUD 1945, di mana kedaulatan rakyat 
dilakukan sepenuhnya oleh MPR. 
Secara umum, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara 
langsung dianggap lebih demokratis, terutama apabila dibandingkan dengan 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR yang terjadi pada tahun 1999.  
Sejak Indonesia merdeka saat ini, pelaksanaan Pilpres secara langsung di 
Indonesia baru dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2004, 2009, dan 
terakhir tahun 2014. Pengaturan penyelenggara Pilpres pun mengalami berbagai 
macam dinamika perubahan. Untuk penyelenggaraan Pilpres 2004, dasar hokum 
yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden. Definisi Pilpres sebagaimana diatur dalam pasal 1 
 





angka 2 Undang-Undang ini adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih 
Presiden dan Wakil Presiden”. 
Berdasarkan undang-undang ini, pelaksanaan dilakukan lima sekali sebagai 
penjabaran dari waktu jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam 
pasal 7 UUD 1945, yang harus sudah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden 
terpilih empat belas hari sebelum masa jabatan Presiden berakhir. Pilpres ini juga 
merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dengan Pemilu anggota DPR, 
DPD, dan DPRD, dan dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah Pemilu 
anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini berkaitan dengan syarat pencalonan calon 
Presiden dan Wakil Presiden yang harus melalui partai politik sebagaimana diatur 
dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945.29 
Secara umum, pengaturan Pilpres dalam UU No. 42 Tahun 2008 ditujukan 
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari 
rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara 
dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaiman diamanatkan dalam 
Pembukaan UUD 1945. Disamping itu, undang-undang ini juga dimaksudkan 
untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan 
Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, 
namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis 
dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat. 
 







Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih adalah pemimpin bangsa, 
bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu. Untuk itu, dalam rangka 
membangun etika pemerintahan, undang-undang ini juga memiliki semangat 
bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih merangkap jabatan sebagai Pemimpin 
Partai Politik yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing Partai 
Politik. 
Selain itu, berdasarkan undang-undang ini proses pencalonan Presiden dan 
Wakil Presiden dilakukan melalui kesepakatan tertulis Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik dalam pengusulan pasangan calon yang dimiliki nuansa 
terwujudnya koalisi pemerintahan guna mendukung efektivitas pemerintahan.30 
1. Mekanisme Jalur Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden 
Berdasarkan Hukum Positif 
Saat ini, secara yuridis tahap pencalonan Presiden dan wakilnya diatur dalam 
dua instrumen peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 
setelah perubahan dan UU No. 42 Tahun 2008. 
a. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Setelah 
Perubahan. 
Dalam UUD 1945 setelah perubahan mekanisme jalur rekrutmen calon 
Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal 6 A ayat (2). Pasal tersebut 
menyatakan bahw: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh 
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan pemilihan umum”. Berdasarkan ketentuan ini, maka hanya ada satu 
 







jalur dalam melakukan rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu 
melalui pintu partai politik.31 Artinya, setiap orang yang ingin mencalonkan 
dirinya sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden harus merupakan anggota partai 
politik. 
Ketentuan Pasal 6A ayat (2) jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip 
demokrasi karena menutup sebagian hak-hak politik rakyat untuk maju sebagai 
calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu. Franz Magnis Suseno 
menyatakan, salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya jaminan dan 
perlindugan terhadap hak-hak demokratis yang dijalankan secara baik. Ketentuan 
Pasak 6A ayat (2) tersebut menutup warga negara yang tidak mempunyai 
tunggangan partai politik untuk dalam hukum dan pemerintahan. Sehingga kalau 
ketentuan ini masih dipertahankan, Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara 
yang demokratis. 
Secara yuridis ketentuan pasal 6A ayat (2) di atas mengalami “kejanggalan 
konstitusional”. Hal tersebut tampak ketika pasal 1 ayat (2) Uud 1945 (perubahan) 
telah mengembalikan kedaulatan itu kepada rakyat, tetapi dalam melakukan 
pemilihan langsung oleh rakyat, calon presiden dan wakil presiden masih di 
tentukan oleh partai polituk. Seharusnya karena konstitusi telah mengembalikan 
kedaulatan rakyat kepada pemiliknya yaitu rakyat itu sendiri, maka kemungkinan 
jalur pencalonan di luar pintu masuk partai politik seperti jalur pencalonan 
 







independen harus di berikan pintu masuk proporsional.32Ketentuan pasal 6A ayat 
(2) jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi karena menutup sebagian 
hak-hak politik rakyat untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden 
dalam pemilu. Franz Magbnis Suseno menyatakan, salah satu ciri negara 
demokratis adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar 
demokratis yang di jalankan secara baik.33 
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia juga 
telah menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Adanya 
ketentuan Pasal 6A ayat (2) secara implisit menentukan bahwa hak untuk 
mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah “hak ekslusif” 
partai politik. Hal ini tentunya bertentangan dengan beberapa rumusan hak-hak 
konstitusional tersebut. Diantaranya hak persamaan dalam hukum (equality before 
the law) dan pemerintahan sertta hak politik yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) 
dan (3) UUD 1945. Selain itu juga, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan (3) 
UUD 1945 yang menjamin hak untuk diperlakukan diskriminatif dan hak untuk 
mendapatkan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara 
hukum yang demokratis. Oleh karena itu, untuk diragukan lagi bahwa ketentuan 
ini bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). 
Sebagai suatu kesatuan utuh, seharusnya hak-hak yang diatur dan di jamin 
oleh UUD 1945 tidak dapat saling menegasikan dengan hak-hak lain yang juga 
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diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, hak partai politik untuk mengajukan 
calon Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh menutup kesempatana dan harus 
tetap membuka peluang hak warga negara untuk menjadi pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden tanpa melalui mekanisme pencalonan partai politik. 
b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden 
Mekanisme jalur rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden dalam UU 
No. 42/2008 diatur dalam Pasal 8 dan 9. Pada dasarnya, ketentuan tersebut hanya 
sebagai penegasan dan derivasi dari Pasal 6A ayat (2). Dalam Pasal 8 disebutkan 
“calon presiden dan wakil presiden diusulkan dala 1 (satu) pasangan oleh partai 
politik atau gabungan politik.” Selanjutnya, Pasal 9 dari Undang-Undang yang 
sama mengatur syarat pengajuan calon presiden oleh partai politik, isinya : 
Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 
peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 
memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam 
Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu 
presiden dan wakil presiden.34 
Pasal 9 dari undang-undang ini mengatur persyaratan yang cukup berat dalam 
pengusulan calon Presiden. Ketentuan ini mengindikasikan adanya upaya 
monopoli oleh partai-partai politik yang besar. Bagi partai-partai besar 
persyaratan tersebut mungkin tidak jadi masalah, tetapi bagi partai-partai kecil hal 
ini akan menjadi hambatan yang cukup berate. Hal ini menujukkan adanya 
perlakuan diskriminatif terhadap partai-partai kecil. Selain ini juga, dapat 
 






merugikan hak-hak konstitusional warga negara karena partai politik kecil tempat 
rakyat berserikat dibatasi untuk mengajukan calon presiden.35 
Terkait hal tersebut beberapa waktu lalu sebenarnya UU No. 42/2008 tersebut 
telah diajukan beberapa kali ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk di judicial 
review, untuk yang pertama dalam permohonan mencakup Pasal 8 dan 9. Namun 
hasilnya pada tangga 17 Februari 2009, MK melalui putusannya Nomor 56/PUU-
VI/2008 menyatak bahwa uji materi  (judicial riview) terhadap UU No. 42/2008 
yang diajukan untuk di uji matero pada dasarnya tidak bertentangan dengan UUD 
Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian sehari setelah itu, Rabu 18 Februari 
2009, MK juga mengeluarkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang 
menolak permohonan pengujian UU No. 42/2008 untuk kedua kalinya. Setelah itu 
beberapa permohonan yang diajukan ke MK untuk yang pasal sama juga ditolak 
oleh MK. Majelis hakim menyatakan dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak 
beralasan, dan pasal-pasal yang diajukan bertentangan dengan konstitusi atau 
UUD 1945. 
Namun yang menariknya adalah beberapa waktu sebelumnya MK melalui 
putusannya Nomor 5/PUU-V/2007 mengabulkan uji materi terhadap UU No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan MK tanggal 23 Juli 2007 itu 
mengabulkan calon perseorangan (independen) dalam pemilihan kepada daerah 
(pilkada). Adanya dua putusan MK yang secara substansi kontradiktif ini 
menimbulkan stigma negative terhadap MK. Beberapa kalangan menilai  MK 
 






tidak konsisten dan putusan terkesan ambivalen. Karena dalam dua permohonan 
yang secara substansif sama, diputus dengan putusan yang berbeda.36 
Terlepas dari itu semua, setidaknya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 
pada dasasrnya MK sendiri telah mengakui bahwa memang ketentuan jalur 
rekrutmen yang hanya mengakomodasi jalur pencalonan melalui parpol saja 
dirasa kurang demokratis. Hal ini bisa dilihat dari alasan MK menyebutkan bahwa 
dibukanya jalur pencalonan independen (perseorangan) merupakan wujud 
pemberian peluang oleh pembentuk undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah agar lebih demokratis. Artinya ketentuan 
sebelumnya yang hanya melegalkan jalur rekrutmen melalui parpol saja memang 
kurang demokratis.37 
2. Mekanisme Jalur Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden yang 
Demokratis 
a. Urgensi Perbaikan Mekanisme Jalur Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil 
Presiden 
Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan pentingnya mekanisme jalur 
rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden diformat ulang. Pertama, factor 
yuridis sebagaimana dijelaskan sebelumnya secara yuridis peraturan perundang-
undangan yang mengatur mekanisme jalur rekrutmen calon Presiden dan Wakil 
Presiden baik Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan maupun Pasal 8 dan 
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9 UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengalami 
“cacat konstitusional” karena bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. 
Secara hingga kedua instrumen perundang-undangan tersebut membutuhkan 
perbaikan dan oleh karena harus segera diubah. 
Kedua, faktor sosiologis. Sebagaimana hasil survei LSI yang menujukkan 
bahwa 65% rakyat menghendaki mekanisme jalur pencalonan lain adalah 
buruknya kinerja partai politik Indonesia dalam melahirkan pemimpin-pemimpin 
yang cakap baik ditingkat daerah maupun pusat. Rakyat tidak lagi percaya bahwa 
partai politik mampu memberikan solusi atas krisis kepemimpinan terjadi. Partai 
politik gagal melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang mampu membawa 
Indonesia keluar krisis, partai politik justru turut berkonstribusi dalam mencetak 
pemimpin-pemimpin yang korup. Selain itu, partai politik juga tampaknya tidak 
membuka kesempatan yang luas bagi semua kalangan untuk mencalonkan diri 
sebagai pemimpin melalui mekanisem partainya.  
Selain itu, perlunya perbaikan terhadap mekanisme jalur rekrutmen calon 
Presiden dan Wakil Presiden yang diberlakukan saat ini karena memang memiliki 
beberapa kelemahan. Secara sederhana dapat diidentifikasi beberapa kelemahan 
tersebut, sebagai berikut: 
1) Dapat mengurangi suasana kompetitif dalam Pemilu karena terbatasnya 
calon. Keterbatasan calon disebabkan karena yang boleh mencalonkan 
hanya dari kalangan Parpol saja, belum lagi parpol pun masih dibatasi 
hanya yang mendapatkan suara yang signifikan saja atau yang melebihi 





2) Menutup kesempatan bagi calon-calon lain nonpartai politik yang ingin 
ikut serta dalam Pemilu sehingga dapat dipastikan yang akan mendominasi 
pertarungan hanya “pemain-pemain lama”. 
3) Dampaknya terhadap rakyat adalah rakyat hanya memiliki pilihan yang 
terbatas sehingga tidak heran kalau sebagian dari mereka lebih banyak 
memilih untuk “golput” karena mungkin dari minimnya calon tersebut 
tidak ada yang sesuai dengan hati nurani mereka. Dengan kata lain, 
mekanisme seperti ini potensial meningkatkan angkat “golput” di 
Indonesia. 
4) Menghambat laju demokrasi yang sedang dibangun dan dikembangkan di 
Indonesia, padahal pasca runtuhnya rezim Orde Baru kehidupan 
ketatanegaraan Indonesia selalu diarahkan menuju sistem yang lebih 
demokratis.38 
b. Mekanisme Jalur Rekrutmen Dua Pintu Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem 
Pemilihan Presiden yang Lebih Demokrasi 
Dalam mencari dan menemukan format mekanisme jalur rekrutmen calon 
Presiden dan Wakil Presiden yang ideal hendaknya desain format tersebut harus 
linear dengan prinsip-prinsip dan asas-asas yang diatur dalam norma hukum 
tertinggi di Indonesia, karena bagaimana pun juga kebijakan mengenai 
mekanisme ini nantinya akan diatur dalam bentuk perundang-undangan. Hal ini 
penting dilakukan mrngingat konsep pemberlakuan peraturan perundang-
undangan di Indonesia menganut stuffen theory Hans Kelsen. Dengan demikian, 
 







karena pembukaan UUD 1945 sebagai norma tertinggi menganut asas kedaulatan 
rakyat, maka merumuskan format mekanisme tersebut harus disesuaikan dengan 
prinsip-prinsip demokrasi.39 
Indonesia pada dasarnya telah memenuhi ciri negara demokrasi. Karena 
setiap lima tahun sekali Indonesia melaksanakan agenda pemelihan umum sebagai 
saran suksesi kepemimpinan. Namun permasalahannya adalah sistem pemilihan 
umum yang dilaksanakan di Indonesia justru belum mampu 
mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi secara baik. Hal tersebut terlihat 
pada regulasi mekanisme jalur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang 
hanya mengakomodasi jalur pencalonan melalui partai politik sehingga menutup 
hak sebagian warga negara yang ingin mencalonkan diri melalui jalur non partai 
politik. Padahal, dalam sebuah negara demokrasi jaminan dan perlindungan 
terhadap hak-hak warga negara merupakan salah satu pijakan untuk mengukur 
sejauh mana demokrasi itu berjalan, tentunya jika hal ini terus dipertahankan 
maka akan menghambat laju demokrasi yang sedang dibangun dan dikembangkan 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Adapun beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan 
dalam mendesain format mekanisme jalur rekrutmen calon presiden dan wakil 
presiden dalam sistem Pemilu di Indonesia agar tidak keluar dari prinsip-prinsip 
demokrasi, antara lain : 
1. Memberikan jaminan hak terhadap warga negara terutama jaminan 
terhadap hak pilih pasif 
 






2. Memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara yang memenuhi 
syarat untuk dapat dijadikan kandidat calon. 
3. Dapat mengakomodasi berbagai kalangan calon guna mewujudkan sistem 
rekrutmen politik yang terbuka  
4. Memungkinkan adanya Pemilu yang lebih bersifat kompetitif 
Keempat komponen di atas dapat diaplikasikan dengan menerapkan format 
mekanisme jalur rekrutmen dua pintu, yaitu suatu format yang menyediakan dua 
macam pintu sebagai jalur pencalonan. Pintu pertama melalui jalur partai politik 
dan pintu kedua melalui jalur independen (perseorangan). Pintu pertama 
diperuntukkan bagi calon yang diusung oleh partai politik peserta pemilu. adapun 
pintu kedua diperuntukkan bagi calon nonpartai yang ingin mencalonkan diri 
secara perseorangan.40 
Relevansi format mekanisme jalur rekrutmen dua pintu dengan empat prinsip 
seperti yang dikemukakan di atas dapat dijelaskan, sebagai berikut : 
1. Format semacam ini jelas dapat memberikan jaminan hak pasif terhadap 
seluruh warga negara. Dengan memunculkan dua macam pintu jalur 
pencalonan, tidak ada lagi hak pasif warga negara yang tidak terjamin 
artinya bagi yang tidak diusung oleh Parpol tetap diberi jaminan hak 
pasifnya melalui jalur independen. 
2. Format semacam ini tentunya memberikan kesempatan yang sama bagi 
setiap warga negara untuk dapat menjadi kandidat calon presiden dan 
 







wakil presiden sehingga hak mendapat perlakuan yang sama dalam 
pemerintahan dan hak politik akan sangat terjamin. 
3. Format ini juga jelas dapat mengakomodir berbagai kalangan calon, 
setidaknya disederhanakan dalam dua kalangan calon karena sebenarnya 
calon yang melalui jalur independen sangat luas dan cakupannya. Artinya, 
selain calon yang diusung oleh partai politik semua calon dari berbagai 
kalangan dapat mencalonkan melalui jalur independen, sehingga hal ini 
akan menciptakan sistem rekrutmen politik yang terbuka. 
4. Dengan adanya dua macam pintu baik parpol maupun independen secara 
otomatis tentunya akan menghasilkan kandidat calon yang lebih banyak 
dari segi kuantitas sehingga dapat menciptakan suasana pemilihan umum 
yang lebih kompetitif. 
Melalui penerapan mekanisme jalur rekrutmen dua pintu ini akan tercipta 
suasana pemilihan yang lebih demokratis. Format semacam ini akan 
menghasilkan pertarungan antara antar calon yang lebih kompetitif karena akan 
menghadirkan calon-calon yang lebih variatif. Bagi rakyat, format semacam ini 
tentunya bisa menjadikan mereka lebih selektif dalam memilih para calon. 
Adapun berbagai calon partai politik, diharapkan akan lebih giat lagi 
dalammembina kader-kadernya dan bisa membenahi diri untuk bisa berperan 





melahirkan sosok Presiden dan Wakil Presiden yang lebih berkualitas, memiliki 
kredibilitas dan integritas tinggi, serta peduli terhadap rakyat.41 
D. Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam 
1. Pengertian Kepala Negara 
Istilah kepemimpinan dalam hukum Islam ada beberapa digunakan, 
diantaranya khilafah, imamah, sultan, mulk dan ri’asah. Setiap istilah 
mengandung arti kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering 
digunakan dalam konteks pemerintahan dan kenegaraan yaitu, khilafah, imamah 
dan imarah.42 
Menurut M Dawam Rahardjo, istilah khalifah dalam Al-Qur’an mempuyai 
tiga makna. Pertama, Adam merupakan simbol manusia sehingga kita dapat 
mengambil kesimpulan bahwa manusia berfungsi sebagai khalifah dalam 
kehidupan. Kedua, khalifah berarti pula penerus atau generasi pengganti. Ketiga, 
khalifah adalah kepala negara atau pemerintahan. Khilafah sebagai turunan dari 
kata khalifah. Menurut Abu al-A’la al-Maududi, merupakan teori tentang negara 
dan pemerintahan.43 
Sedangkan pengertian dari Imamah berbeda dengan Khilafah namun 
memiliki maksud dan tujuan yang sama. Menurut pendapat al Mawardi Imamah 
adalah seseorang yang ditetapkan menggantikan tugas kenabian dalam menjaga 
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agama dan dunia dengan agamanya44. Sedangkan Ibnu Khaldun mendefinisikan, 
Imamah adalah membawa atau mengatur seluruh umat berdasarkan pandangan 
syariat dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka, yang bersidfat ukhrawi 
dan duniawi yang akan kembali pada ukhrawi. Sebab, menurut syari’ penilaian 
atas semua permasalahan dunia dikembangkan pada maslahat-maslahat ukhrawi. 
Pada hakikatnya, imamah adalah pengganti dari pemilik syariat dalam menjaga 
agama dan menata dunia dengannya (agama).45 
Bisa disimpulkan bahwa definisi kepala negara dalam Islam terdapat dua hal, 
yaitu Khilafah dan Imamah. Keduanya, memiliki artinya yang sama yaitu sama-
sama sebagai wakil dalam menjaga agama dang yang mengatur dunia dengan 
agama dan orang yang menjalankannya atau melaksanakannya disebut Khilafah 
atau Imamah.  
2. Dasar Hukum Memilih Kepala Negara Menurut Islam 
Islam adalah agama sekaligus sebagai sebuah sistem kehidupan (way of life), 
yaitu sistem yang menggabungkan antara ibadah dan siyasah atau politik, karena 
perannya dalam kehidupan manusia bukan sekedar untuk memberi petunjuk, 
tetapi juga untuk memberikan pengaruh dan mengaplikasikan ajaran-ajarannya 
dalam semua aspek kehidupan manusia. Seorang muslim tidak dapat mengatur 
kehidupannya sesuai dengan aturan Islam kecuali jika ada masyarakat yang 
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menaunginya, pemimpin yang melindunginya sehingga terjaminlah keamanan diri 
dan agamanya.46 
Perihal wacana kepemimpinan dalam Islam sudah ada dan telah berkembang, 
tepatnya pasca Rasulullah Saw wafat. Wacana kepemimpinan ini timbul karena 
sudah tidak ada lagi atau nabi setelah Rasulullah Saw wafat. Berdasarkan fakta 
sejarah, umat Islam terpecah belah akibat perdebatan mengenai kepemimpinan 
dalam Islam, khususnya mengenai proses pemilihan dalam Islam dan siapa yang 
berhak atas kepemimpinan dalam Islam. Semua berargumentasi  dan makna 
kepemimpinan serta kewenangannya harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 
yang digariskan Al-Qur’an dan Sunnah.47 Manusia sebagai pelaksana 
kepemimpinan diharapkan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang-
orang untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan, yaitu 
kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.48 
Kondisi sosial politik dan keagamaan pasca Nabi Muhammad SAW, wafat 
agak sedikit kacau dan sangat mengkhawitrkan kesatuan dan persatuan umat, 
karena munculnya berbagai permasalahan internal umat Islam. Dalam konteks ini, 
Esposito menggambarkan kondisi pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. bahwa 
wafatnya Nabi Muhammad saw. pada tahun 612 M menyebabkan masyarakat 
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terpecah kepada dua kelompok yang masing-masingnya memperebutkan 
kekuasaan politik, isu tentang hak warisan pimpinan dan kekuasaan. 
Selain itu, ada Sebagian di antara mereka yang melihat secara politis bahwa 
kalau urusan kekuasaan atau politik diserahkan kepada orang-orang Quraisy pasti 
akan berubah menjadi kerajaan yang kejam dan otoriter seperti biasanya. Oleh 
karena itu, Ketika tahu bahwa Nabi Muhammad saw. wafat, muncul perbedaan 
sikap di antara mereka yang bermuara pada pendirian agar kekuasaan politik 
berada di tangan mereka dan tidak berada pada orang lain atau komunitas lain. 
Permasalahan yang muncul selain diatas adalah orang-orang Ansar merasa riskan 
dengan orang Quraisy (Muhajirin) jika persoalan kekuasan diserahkan kepada 
orang-orang Muhajirin.49 
Namun ada pula yang beranggapan Sebagian dari kelompok-kelompok kaum 
muslimin wajibnya mengangkat seorang pemimpin yang menegakan agama, 
memberikan keadilan, dan melaksanakan kemaslahatan umat. Pandangan ini 
didasarkan dalil-dalil Al-Qur’an, Sunnah, serta ijma’ berikut penjelasannya : 
a) Al-Qur’an 
1) Surah An-Nisa/4:59 
أَطِ  اْ  ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ أَيَُّها 
َٰٓ تُمأ فِي يَ  َزعأ تَنَ  فَإِن   ۡۖ ِر ِمنكُمأ َمأ َوأُْوِلي ٱۡلأ سُوَل  َوأَِطيعُواْ ٱلرَّ  َ يعُواْ ٱَّللَّ
سَ  ٞر َوأَحأ ِلَك َخيأ َِٰٓخِرِۚ ذَ  ِم ٱۡلأ يَوأ َوٱلأ  ِ ِمنُوَن بِٱَّللَّ سُوِل إِن كُنتُمأ تُؤأ ِ َوٱلرَّ ٖء فَُردُّوهُ إِلَى ٱَّللَّ ُن َشيأ
ِويًلا    تَأأ
Terjemahnya :  
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri 
di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), 
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”50 
 
Penjelasan ayat diatas dapat diidentifikasikan atas keberadaan kepemimpinan 
yang erat kaitannya Tuhan da Rasul-Nya, maka sepeninggal Rasulullah Saw, ulul 
amri adalah seorang yang ditaati dan menjadi rujukan saat menghadapi 
permasalahan. Jika mereka menyerahkan suatu perkara kepada Rasul atau ulul 
amri, maka kebenarannya dapat diketahui dari Rasul atau ulul amri sebagai 
penerus kepemimpinan nabi dari generasi ke generasi.51 
Ibnu Katsir juga berpendapat taat kepada Allah dan mengikuti ajaran Al-
Qur’an. Sedangkan taat kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnah-
sunnahnya. Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, 
yaitu para pemimpin kaum muslimin serta para ulama. Ketaatan pada ulil amri 
adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh bertentangan, 
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Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Saw menujukkan 




Artinya : “Abu Hurairah as berkata: Rasulullah saw bersabda: siapa yang 
taat kepadaku berarti taat kepada Allah, dan siapa yang maksiat kepadaku 
berarti maksiat kepada Allah, dan siapa yang taat kepada pimpinan yang aku 
angkat berarti taat kepadaku, dan siapa yang melanggar amir yang aku 
angkat berarti melanggar kepadaku” 52 
 
Dari hadis diatas dijelaskan bahwa diwajibkan mentaati pemimpin kita, 
seperti yang dijelaskan dalam hadis di atas. Hal ini diwajibkan, karena taat kepada 
pemimpin juga merupakan cerminan dari ketaatan kita kepada Rasulullah Saw 
dan kepada Allah Swt. 
c) Ijma’ 
Selain dari Al-Qur’an dan hadis, terdapat juga ijma menujukkan kewajiban 
mengangkat imamah. Wafatnya Rasulullah Saw pada saat itu, membuat kaum 
muslimin terpecah belah. Imam Qurthubi menuturkan, para sahabat mencapai 
kesepakatan setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar di 
safiqah (aula) bani sa’idah terkait penujukkan yang akan menjadi khalifah 
pengganti Rasulullah, sampai-sampai kaum Anshar juga mengatakan “jika mereka 
juga mempunyai pemimpin seperti kalian mempunyai pemimpin. Andai imamah 
tidak wajib bagi kaum Quraisy maupun yang lain”, tentu perdebatan ini tidak 
beralasan, maksud perdebatan ini, siapa yang yang akan menjadi khalifah 
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pengganti Rasulullah tdan tentu akan mengatakan “imamah tidak wajib bagi kaum 
Quraisy ataupun yang lain”.53 
Imam al-Mawardi  menyatakan dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyah: 
“lembaga kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi 
kenabian dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia. Pengangkatan 
kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma’.  
Konteks ini menurut Ibnu Taimiyah, mengatur urusan manusia termasuk 
kewajiban agama yang besar, bahkan tidak mungkin agama dan di dunia dapat 
ditegakkan jika tidak ada pemerintahan. Sesungguhnya kemaslahatan manusia 
tidak mungkin dicapai kecuali mereka hidup bermasyarakat, dalam masyarakat itu 
mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain sehingga membutuhkan 
seorang pemimpin. 
Para ulama telah banyak membahas aturan pengangkatan pemimpin negara 
Islam. Mereka sepakat bahwa mengangkat pemimpin negara wajib hukumnya 
bagi umat Islam dan tidak dibenarkan mengabaikan kewajiban ini. Selama periode 
atau masa tertentu apabila umat ini tanpa pemimpin atau imam negara maka 
seluruh umat berdosa. Dosa ini dihapus hanya apabila terdapat upaya untuk 
mewujudkan adanya pemimpin atau amir umu kemudian membai’at dan 
mengangkatnya. Ketetapan ini dipahami dari firman Allah dan sunnah nabi, 
sunnah khulafaurrasyidin, ijma dan akal.54  
 
53Abu Abdullah Muhammad, Al-Jami li Ahkami Al-Qur’an, (Jakarta: Darul Qalam, 1980), h. 
207  
54Sutisna, Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di 





3. Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Islam 
Periode Khulafaur Rasyidin terjadi antara tahun 632-661 M. Dalam kurun 
waktu yang relatif pendek, yaitu 29 tahun. Telah terjadi empat kali suksesi 
kepemimpinan dengan cara yang relatif berbeda antara satu dengan yang lain. 
varian sistem suksesi dari keempat khalifah ini menjadi acuan sistem pemilihan 
pemimpin pemerintahan sebaiknya di lakukan. 
a) Abu Bakar As-Shiddiq 
Wafatnya Nabi Muhammad merupakan hal yang sangat merisaukan umat 
Islam. Mereka hampir tidak percaya bahwa Muhammad, sebagai sosok pemimpin 
mereka yang telah mampu merubah berbagai aspek kehidupan Arab, juga 
meninggal seperti halnya manusia lainnya. Setelah wafat, Muhammad dalam 
kapasitasnya sebagai rasul dan nabi tidak dapat digantikan oleh siapapun. Namun, 
sebagai pemimpin umat Islam harus dipimpin oleh seseorang yang mampu 
mengendalikan mereka agar mereka terhindar dari perpecahan umat. Harun 
Nasution memandang hal ini agak aneh, karena dalam Islam, sebagai agama, 
persoalan yang muncul pertama setelah Nabi Muhammad wafat adalah justru 
persoalan politik dan bukan teologi, untuk menghindari suasana kritis karena 
meninggalnya nabi, tongkat kepemipinan harus digantikan oleh penerusnya, yang 
terpilih menjadi penggantinya ternyata adalah Abu Bakar.55 
Seluruh umat Islam di Madinah menyetujui penunjukkan Abu Bakar sebagai 
khalifah termasuk Ali bin Abi Thalib. Alasan penujukkan Abu Bakar sebagai 
Khalifah karena banyak faktor, antara lain isyarat terakhir Nabi Muhammad yang 
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menyuruh Abu Bakar menggantikan Nabi sebagai imam shalat fardhu, disamping 
kualitas kesalihan, kepemimpinan dan senioritas. Yang substansif disini bahwa di 
sini adalah pengangkatan kepala negara berdasarkan musyawarah dan tidak 
berdasarkan keturunan.56 
b) Umar bin Khattab 
Proses pemiliahn dan pengangkatan Umar sebagai khalifah berbeda dari 
pemilihan dan pengangkatan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sakit keras dan 
merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dia khawatir akan terjadi perpecahan di 
kalangan kaum muslimin karena persoalan siapa yang akan menggantikannya 
sebagai khalifah. Peristiwa perpecahan kaum muslimin menjadi dua golongan 
seperti setelah wafatnya nabi, tidak boleh terulang lagi. Demikian, pikiran Abu 
Bakar. Ia pun kemudian memutar otak memilih siapa di antara para sahabatnya 
yang pantas untuk menduduki posisinya. Pemilihan jatuh kepada Umar karena ia 
di pandang sebagai sahabatnya yang paling utama, di samping memiliki sejumlah 
sifat yang harus dimiliki oleh seorang khalifah.57 
Penunjukkan Umar bin Khattab sebagai khalifah juga melalui musyawarah. 
Musyawarah sendiri berasal dari syura yang kata kerjanya syawara yang berarti 
menjelaskan, menyatakan, mengajukan, dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk 
lain yang berasal dari kata syawara adalah tasyawara artinya berunding, saling 
bertukara pendapat. Syawir adalah orang yang meminta pendapat atau 
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musyawarah.58 Jadi musyawarah adalah suatu wadah, tempat bertukar pendapat 
dengan saling menjalaskan dan merundingkan suatu perkara.  
c) Usman bin Affan 
Proses pemilihan Usman sebagai khalifah mempunyai pola yang berbeda dari 
pemilihan kedua khalifah sebelumnya. Ketika Umar bin Khattab sedang sakit dia 
membentuk dewan syura yang terdiri atas enam orang sahabat senior diantaranya 
adalah, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Saad bin 
Waqqas, Al-Zubair, dan Talhah. Mereka dipilih oleh Umar karena kualitas pribadi 
yang dijanjikan oleh nabi akan masuk surge dan bukan mewakili kelompok atau 
suku tertentu. 
Setelah Umar wafat, dewan syura mengadakan siding penentuan khalifah. 
Siding berjalan cukup a lot. Talhah Ibn Ubaidillah tidak hadir karena tidak sedang 
berada di Madinah. Zubair memilih Usman dan Ali. Usman memilih Ali. Ali 
memilih Usman. Abdurrahman mencari opini terbanyak dari tokoh-tokoh yang 
menonjol. Ternyata mayoritas mendukung Usman. Oleh karena itu, 
diproklamasikan menjadi khalifah ketiga, menggantikan Umar. Dan pada saat itu 
pun Umar langsung di bai’at setelah kaum muslimin membai’atnya.59 
d) Ali bin Abi Thalib 
Proses pemilihan Ali sebagai khalifah dilaksanakan melalui pemilihan yang 
pelaksanaannya lebih sempurna ketimbang suksesi para pendahulunya. Setelah 
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Usman terbunuh. Kemudian para pemberontak menawarkan jabatan tersebut 
kepada Talhah dan Zubair yang kemudian mereka menolaknya. Kaum Anshar juga 
menolak tawaran pemberontak untuk memilih khalifah. Melihat situasi ini, kaum 
pemberontak lalu mengancam akan mengambil langkah drastis apabila khalifah 
baru tidak terpilih dalam waktu 24 jam. Melihat situasi ini, seluruh tokoh Islam 
berkumpul di masjid Nabawi.60 
Dalam suksesi menggantikan Umar bin Khattab, Umar mengembangkan sistem 
pemerintahan yang di umukan secara terbuka sebelum Umar wafat dengan tidak 
menetapkan salah satu sahabat sebagai calon pengganti melainkan keenam sahabat 
itu memiliki peluang yang sama. Keenam sahabat itu ialah Ali bin Abu Thalib, 
Usman bin Affan, Saad bin Abi Waqas, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin 
Awwam, Thalhah bin Ubaidillah serta Abdullah bin Umar. Dengan sistem ini 
mengubah sistem monarki dengan sistem demokrasi perwakilan. Umar meminta 
kepada dewan atau panitia khusus itu agar memilih khalifah dari anggota dewan itu 
dengan cara sebagai berikut : 
1) Apabila pemilihan itu berimbang, maka hendaknya di mintai pendapat 
Abdulah bin Umar. Jika dewan tidak menyetujui calonyang di dukung oleh 
Abdulah bin Umar maka dewan memilih calon yang di dukung Abdul 
Rahman bin Auf.  
2) Jika ada calon yang memperoleh suara minoritas, tetapi tetap 
membangkang, maka pembangkang itu supaya di penggal lehernya. 
 





Akhirnya pemipin rapat membaiat Usman bin Affan selanjutnya di ikuti oleh 
kaum muslimin yang hadir termasuk Ali dan pendukunganya. Pada masa ini 
demokrasi berkembang sedemikian rupa di kalangan masyarakat islam.61  
Dilihat dari kisah-kisahnya, bisa dilihat Islam sendiri telah melakukan 
partisipasi politik dalam melakukan pemilihan kepala negara melalui khulafaur 
rasyidin. Musyawarah dilakukan dalam pengangkatan khalifah atau kepala negara 
agara tidak terjadinya kercancuan dalam pengangkatan kepala negara demi 
kemaslahatan ummat dan mencegah kemudharatan. 
Dalam Konteks pemilu Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah 
mengeluarkan fatwa atas wajibnya memilih pemimpin dalam pemilu. Hal ini 
terdapat dalam keputusan ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Padang 
Panjang pada 26 Januari 2009/ 29 Muharram 1430 H, yang menyatukan sebagai 
berikut: 
1) Pemilihan umuum dalam pandangan islam adalah upaya untuk memilih 
pimpinan dan wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya 
citacita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa; 
2) Memilih pemimpin dalam islam adalah kewajiban untuk menegakkan 
Imamah dan Imarah dalam kehidupan bersama; 
3) Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai 
dengan ketentuan agama agar terwujud kemashalatan dalam masyarakat; 
4) Memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (shiddiq), 
terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (Tabligh), mempunyai 
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kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat islam, 
hukumnya adalah wajib; 
5) Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana di 
sebutkan dalam buti 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal 
ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram.62 
Fatwa MUI bukan merupakan suatu peraturan hukum perundang-undangan 
yang mengikat. Tetapi, Fatwa MUI hanya mengikat individu atau kelompok yang 
memiliki kepentingan terhadapnya.  
Namun, peraturan ini merupakan pedoman bagi umat Islam. Oleh karena, 
keikutsertaan atau partisipasi politik itu menjadi suatu yang wajib bagi umat Islam
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (feed cualitative research). 
Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang 
dapat diamati.  Penelitian ini bersifat sementara dan akan selalu berkembang atau 
berganti selama peneliti turun dan meninggalkan lapangan.  
Sedangkan Connele, memberikan batasan bahwa penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, 
mendokumnetasi, dan mengetahui  interpretasi secara mendalam gejalah-gejalah, 
nilai, makna dan keyakinan dan karakteristik umum seseorang atau kelompok 
masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan.63 
Dalam penelitian ini di maksud untuk memperoleh pengetahuan tentang 
“Persepsi Masyarakat Terhadap Hasil Pilpres 2019 Kelurahan Paropo 
Kecamatan Panakkukang di Kota Makassar telaah hukum Tata Negara Islam”. 
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2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitan akan dilakukan, beserta 
jalan dan kotanya. Dalam penelitian ini mengambil lokasi wilayah Kota Makassar 
tepatnya di Jalan Meranti I Kecamatan Panakukkang Kelurahan Paropo. Alasan 
memilih lokasi tersebut karena dengan pertimbangan bahwa penulis berdomisili 
ditempat yang sama yaitu Kota Makassar.  
Jadi peneliti menganggap bahwa lokasi tersebut sangat tepat untuk 
melakukan penelitian yang menyangkut tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap 
Hasil Pilpres 2019 di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang  Kota Makassar 
telaah hukum Tata Negara Islam”.  
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan teologis normatif (syar’i) yaitu pendekatan berdasarkan pada 
hukum Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan hadis-hadis serta pendapat para 
ulama. 
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara 
langsung dilapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, 
kemudian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan teori hukum yang ada. 
C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu: 





Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik dari individu 
atau perseorangan seperti hasil wawancara yang bisa dilakukan oleh peneliti. 
Berikut beberapa informan yang akan peneliti wawancara ialah, Masyarakat 
setempat, ketua KPU atau staff KPU. 
2. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder adalah data bersifat normatif sekaligus sebagai sebagai 
pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini 
yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari 
sumber pertama. Literatur-literatur ilmiah jurnal dan artikel-artikel yang dibuat 
dalam berbagai media yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk 
digunakan sebagai acuan dalam pembahasan lebih lanjut.64 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 
dan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 
pedoman wawancara.65 Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data 
dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data.  
2. Dokumentasi  
Dokumnetasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan analisis 
terhadap dokumen-dokumen yang berisi data menunjang analisis dalam 
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penelitian. Metode dokumentasi penelitian digunakan untuk mendapatkan data 
berupa dokumen yang berfungsi untuk melengkapi data penelti penulis. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab 
permasalahan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang 
menggunakan suatau metode. 
a. Peneliti 
b. Pedoman Wawancara 
c. Alat perekam/Handphone 
d. Alat Tulis 
e. Informan 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan Data 
Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
a. Klasifikasi data (memilah-milah data) merupakan kata serapan dari bahasa 
belanda, Classificae, yang sendirinya berasal dari bahasa Prancis 
Classification. Istilah ini menunjukkan kepada sebuah metode untuk 
menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah 
yang telah diterapkan. 
b. Reduksi Data merupakan kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan di mana data tersebut diperoleh dari penelitian agar 





c. Editing Data adalah suatu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahi hubungan dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan agar mendapatkan data yang sesuai dengan literature yang 
diperoleh dari sumber bacaan. 
2. Teknik Analisis data 
  Analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif 
terhadap data sekunder dan data primer, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis 
untuk menetukan isi atau makna aturan hukum. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian dioreantasikan pada derajat keilmiahan data penelitian maka 
suatu penelitian dituntut agar bisa memenuhi standar penelitian sampai dapat 
memperoleh kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu penelitian bila telah 
memenuhi standar objektifitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji 
keabsahan data penelitiannya. 
Dalam menguji suatu keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas 
hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian, 
pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan 
triangulasi.Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 





sebagai pembanding terhadap data itu.66 Triangulasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian. 
 
 
66Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja  Rosdakarya, 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN UMUM 
A. Gambaran Umum Kota Makassar 
1. Letak Geografis 
Kota Makassar adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di 
bagian Selatan Pulau Sulawesi yang sebelumnya bernama Ujung Pandang, 
terletak antara 119ᴏ24’17’38” Bujur Timur dan 5ᴏ8’19” Lintang Selatan yang 
berbatasan dengan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Selatan 
dengan Kabupaten Gowa, dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. 
Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai membentang 
sepanjang koridor barat dan utara dan juga di kenal dengan “Waterfront City” 
karena di dalamnya mengalir beberapa sungai. Kota Makassar merupakan 
hamparan daratan yang rendah yang berada pada ketinggian sekitar 0-25 meter 
dari permukaan laut.  
Secara administrasi Kota Makassar di bagi atas 15 Kecamatan dengan 153 
Kelurahan. Di antara 15 Kecamatan tersebut, ada tujuh Kecamatan yang 
berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, 
Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan 
Tamanlanrea, dan Kecamatan Biringkanaya. Rincian luas masing-masing 






Tabel 4.1 Luas wilayah dan persentase terhadap luas wilayah menurut 
Kecamatan di Kota Makassar 
Kode wilayah Kecamatan Luas Area (km2) Persentase Terhadap Luas Kota 
Makassar 
010 
Mariso 1,82 1,04 
020 
Mamajang 2,52 1,28 
030 
Tamalate 20,21 11,50 
031 
Rappocini 9,23 5,25 
040 
Makassar 2,52 1,43 
050 
Ujung Pandang 2,63 1,50 
060 
Wajo 1,99 1,13 
070 
Bontoala 2,10 1,19 
080 
Ujung Tanah 5,94 3,38 
090 
Tallo 5,83 3,32 
100 
Panakkukang 17,05 9,70 
101 
Manggala 24,14 13,73 
110 






Tamalanrea 31,84 18,12 
      
Sumber : BPS Kota Makassar, 2019 
Batas-batas administrasi Kota Makassar : 
a. Batas Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros 
b. Batas Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
c. Batas Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar 
d. Batas Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
2. Keadaan Topografi 
Topografi wilayah Kota Makassar memiliki ciri-ciri sebagai berikut tanah 
relatif datar, bergelombang, berbukit dan berada pada ketinggian 0-25 m di atas 
permukaan laut dengan tingkat kemiringan lereng pada ketinggian 0-15%. 
Sementara itu, dilihat dari klasifikasi kelerangannya, menujukkan bahwa 
kemiringan 0-25%=85%, 2-3%=10%, 3-15%= 5%. Hal ini memungkinkan Kota 
Makassar berpotensi pada pengembangan pemukiman, perdagangan, jasa, 
industri, rekreasi, pelabuhan laut, dan fasilitas penunjang lainnya.  
B. Hasil Pilpres 2019 di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota 
Makassar 
Sejak era reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, 
pemilu ke lima tahun 2019. khususnya pemilu presiden (pilpres) memiliki 
perhatian publik. Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya, Joko Widodo 
kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, untuk memperebutkan kursi 





presiden. memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polirisasi 
politik antara kedua kubu pendukung capers. Hal ini semakin mempertajam 
timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat. 
Namun di Kota Makassar pemilihan presiden dan wakil presiden berjalan 
lancar. Gunawan Mashar mengatakan terjadi peningkatan partisipasi pemilih 
daripada tahun kemarin. Hal ini tidak lepas dari kedewasaan masyarakat, adanya 
kesadaran politik dari masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam bidang 
politik sebagai warga negara yang baik.67 
Berdasarkan dari pernyataan dari salah satu anggota KPU Makassar,  maka 
hasil rekapitulasi suara pilpres 2019 di Kota Makassar: 
Tabel 4.1 Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres 2019 di Kota Makassar 
Wilayah (01) Ir. H. Joko Widodo – 
Prof. Dr. (H.C) KH Ma’ruf 
Amin  
(02) H. Prabowo 
Subianto – H. Sandiaga 
Uno 
Biringkanya (100%) 40.157 57.830 
Bontoala (100%) 12.567 15.142 
Kep. Sangkarrang (100%) 3.485 4.394 
Makassar (100%) 19.970 22.714 
 
67Gunawan Mashar, Komisioner KPU Kota Makassar, Wawancara, KPU Kota Makassar, 






Mamajang (100%) 14.221 16.155 
Manggala (100%) 27.660 46.469 
Mariso (100%) 12.871 16.876 
Panakkukang (100%) 33.631 40.717 
Rappocini (100%) 30.593 47.442 
Tallo (100%) 27.873 43.551 
Tamalanrea (100%) 19.531 31.056 
Tamalate (100%) 36.244 52.144 
Ujung Pandang (100%) 9.259 5.076 
Ujung Tanah (99%) 7.403 11.332 
Wajo (100%) 9.461 6.269 
Sumber: KPU-Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 
 
Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres 2019 di Kecamatan Panakkukang 
Wilayah (01) Ir. H. Joko Widodo – 
Prof. Dr. (H.C) KH Ma’ruf 
(02) H. Prabowo 





Amin  Uno 
Karampuang (100%) 2.628 3.123 
Karuwisi (100%) 2.347 3.360 
Karuwisi Utara (100%) 1.684 2.774 
Masale (100%) 2.493 3.385 
Pampang (100%) 3.577 4.786 
Panaikang (100%) 5.065 3.923 
Pandang (100%) 2.564 3.172 
Paropo (100%) 3.983 4.484 
Sinrijala(100%) 808 1.230 
Tamamaung (100%) 5.419 7.677 
Tello Baru (100%) 3.063 2.803 
Sumber: KPU-Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 
Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres 2019 di Kelurahan Paropo 
Wilayah  (01) Ir. H. Joko Widodo – 
Prof. Dr. (H.C) KH Ma’ruf 
(02) H. Prabowo 






TPS 01 (100%) 160 13 
TPS 02 (100%) 137 11 
TPS 03 (100%) 147 7 
TPS 04 (100%) 129 10 
TPS 05 (100%) 121 5 
TPS 06 (100%) 122 7 
TPS 07 (100%) 132 8 
TPS 08 (100%) 125 11 
TPS 09 (100%) 135 8 
TPS 10 (100%) 74 85 
TPS 11 (100%) 46 124 
TPS 12 (100%) 63 102 
TPS 13 (100%) 55 129 
TPS 14 (100%) 39 127 





TPS 16 (100%) 49 138 
TPS 17 (100%) 48 142 
TPS 18 (100%) 50 115 
TPS 19 (100%) 53 124 
TPS 20 (100%) 26 87 
TPS 21 (100%) 47 82 
TPS 22 (100%) 43 83 
TPS 23 (100%) 59 90 
TPS 24 (100%) 76 126 
TPS 25 (100%) 57 107 
TPS 26 (100%) 61 128 
TPS 27 (100%) 56 145 
TPS 28 (100%) 38 136 
TPS 29 (100%) 62 114 
TPS 30 (100%) 90 114 





TPS 32 (100%) 72 107 
TPS 33 (100%) 84 91 
TPS 34 (100%) 50 115 
TPS 35 (100%) 51 90 
TPS 36 (100%) 59 114 
TPS 37 (100%) 55 90 
TPS 38 (100%) 69 68 
TPS 39 (100%) 53 57 
TPS 40 (100%) 63 96 
TPS 41 (100%) 77 99 
TPS 42 (100%) 105 67 
TPS 43 (100%) 101 50 
TPS 44 (100%) 76 95 
TPS 45 (100%) 57 93 
TPS 46 (100%) 86 109 





TPS 48 (100%) 90 114 
TPS 49 (100%) 51 122 
TPS 50 (100%) 91 79 
TPS 51 (100%) 64 47 
TPS 52 (100%) 80 42 
TPS 53 (100%) 50 31 
Sumber: KPU-Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ada di Kelurahan Paropo 
Kecamatan Panakkukang pasangan calon urut nomor 2 yaitu Prabowo dan 
Sandiaga Uno berhasil memenangkan di daerah tersebut. Berbeda dari tahun 2014 
yang dahulunya di menangkan oleh Joko Widodo. Menurut Abdul Syukur, 
kekelahan Joko Widodo di Sulawesi Selatan khususnya di Kelurahan Paropo 
Kecamatan Panakukkang karena adanya kekecewaan dari masyarakat dari 
pemerintahan Jokowi sebelumnya. Sehingga masyarakat lebih condong ke 
pasangan calon urut nomor dua.68 
Walaupun begitu Jokowi – Ma’ruf Amin berhasil memenangkan pemilihan 
presiden dan wakil presiden 2019. Inilah salah satu yang menjadi permasalahan 
yang ada pada saat pengumuman hasil rekapitulasi suara banyak yang 
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beranggapan adanya kecurangan. Maka dari itu, pasangan calon nomor urut dua 
menggugat. 
Namun putusan MK menetapkan bahwa pasangan calon urut nomor satu 
menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2019. 
Sebagai penyelenggara pilpres 2019, KPU tidak semena-mena dalam 
menyelenggarakan pilpres 2019. Setiap penyelenggaraan telah diatur dalam 
PKPU (Peraturan KPU). PKPU adalah peraturan yang mengatur KPU, artinya 
setiap pelaksanan yang dilakukan KPU harus sesuai apa yang telah di atur dalam 
PKPU. PKPU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang 
menjadi kewenangan KPU dalam melaksanakan pemilihan. Sebagaimana yang 
dimaksud pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 
pemilihan umum yang menyebutkan “untuk menyelenggarakan pemiliu yang 
menyebutkan “untuk menyelenggarakan pemiliu sebagaimana diatur dalam 
undang-undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. 
Peraturan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan.” 
Menurut Gunawan Mashar banyaknya berita hoax dan protes dari masyarakat 
ini, KPU Kota Makassar langsung dengan cepat menjelaskan serta 
memperlihatkan bahwa KPU Kota Makassar transparan. Salah satunya, 
menjelaskan di depan wartawan.sebagai penyambung telinga masyarakat. Dengan 





hasil pilpres 2019 KPU Kota Makassar terbuka, tetapi ada juga yang tidak bisa di 
buka sepanjang itu adalah data publik maka KPU akan membukanya.69 
Pengumuman hasil rekapitulasi suara pada pilpres 2019 menimbulkan banyak 
masalah, salah satunya banyaknya protes dari pasanga calon nomor urut dua yang 
merasa tercurangi, banyaknya berita hoax sedikit membuat kegaduhan. Akan 
tetapi kerukunan masyarakat di Kelurahan Paropo Kecamatan tetap terjalin 
dengan baik.  KPU Kota Makassar banyak mengalami hambatan, tetapi karena 
adanya PKPU serta kerja sama antara KPU Provinsi dan KPU Pusat sehingga 
hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. KPU Kota Makassar mengatasi berita 
hoax menjelang pilpres 2019 dengan bekerja sama dengan wartawan yaitu 
melakukan press conference dengan melampirkan data-data yang jelas faktanya 
terkait hasil pilpres 2019. 
C. Persepsi masyararkat terhadap hasil Pilpres 2019 di Kecamatan 
Panakkukang Kelurahan Paropo Kota Makassar 
Negara dikatakan demokratis apabila negara melibatkan masyarakat dalam 
perencanaan maupun pelaksaan pemilihan umum terutama pemilihan presiden. 
Karena, masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah tatanan 
negara demokrasi.  Setiap masyarakat memiliki persepsi dan kepentingan masing-
masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pilpres. Partisipasi masyarakat 
dalam pilpres dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap 
pemimpin. 
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Di Indonesia sendiri, pemilihan presiden dilaksanakan secara demokratis. 
Pada tahun 2019 Indonesia melaksanakan Pemilu serentak terutama Pemilihan 
Presiden. Selama pergelaran pemilihan presiden 2019 banyak isu-isu politik yang 
menyebabkan  masyarakat terpecah bela. Selama proses perhitungan suara, 
banyaknya lembaga-lembaga survei yang merilis hasil suara sementara Pemilihan 
Presiden 2019. Adanya lembaga-lembagai survei yang merilis pemilihan presiden 
2019 ini, masing-masing kubu dari pasangan calon mengklaim dirinya 
memenangkan pemilihan presiden. Padahal hasil Real Quick Count dari KPU 
belum dirilis pada saat itu.  
Menurut Rahman Tullah, yang mengikuti pemilihan presiden serta menjadi 
anggota KPPS di Kelurahan Paropo. Ia berpendapat adanya klaim kemenangan 
dari masing-masing kubu mengakibatkan masyarakat bingung. Sehingga Ketika 
KPU mengumumkan hasil suara pilpres 2019 pada saat itu pendukung dari salah 
satu pasangan calon merasa tercurangi.70 
Seperti halnya Agil Dg Taba, masyarakat Kelurahan Paropo menjelaskan 
bahwa dia mengikuti jalannya pemelihan presiden 2019, mengikuti proses 
perhitungan suara dan mendukung salah satu pasangan calon. Namun, ia kecewa 
dengan hasil yang dirilis oleh KPU yang menurut persepsinya sendiri, salah satu 
pasangan calon yang ia pilih terpilih menjadi Presiden. Karena menurutnya, 
pasangan calon yang dipilih telah mendeklarasikan dirinya telah memenangkan 
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pemilihan tersebut.71 Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, maka quick 
count yang memang tidak resmi dari KPU sangat mempengaruhi persepsi 
masyarakat terlebih lagi kepada pendukung pasangan calon presiden dan wakil 
presiden. 
Berbeda yang di kemukakan oleh Hasnawati, masyarakat Kelurahan Paropo, 
ia terdaftar sebagai pemilih dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan presiden. 
Salah satu pasangan calon yang dipilihnya tidak memenangkan pemilihan 
presiden. Tetapi, ia tidak kecewa dengan hasil yang dirilis oleh KPU walaupun 
berbeda dengan hasil dari lembaga survei quick count yang mengklaim 
kemenangan pasangan calon yang ia pilih. Menurutnya sebagai warga negara 
yang baik ialah menerima apa yang telah di keluarkan oleh KPU. Karena, KPU 
merupakan salah satu penyelenggara pemilu yang memang mempunyai 
kewenangan dalam melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil pemilu.72 
Lebih lanjut, Enal menjelaskan sebagai apapun yang telah diumumkan KPU 
ia menerima hasil ada. Ia tidak ingin memperkeruh suasana yang panas pada saat 
itu. Baginya siapa saja yang menjadi presiden menurutnya sama saja.73 
Seperti halnya Indah sari, ia mendukung pasangan calon Jokowi-Ma’ruf 
Amin tetapi mencoblos pasangan calon Prabowo-Sandiaga. Menurutnya, ia 
memilih karena ingin tahu bagaimana kepemimpinan dari Prabowo dan juga ingin 
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melihat pemimpin baru. Dan Ketika hasil rekapitulasi dari KPU mengumumkan 
Jokowi-Ma’ruf Amin yang memenangkan pilpres 2019 ia hanya biasa-biasa saja. 
Baginya dia berada di tengah-tengah atau netral.74  
Andi Rasyid menjelaskan bahwa ia mengikuti kegiatan lima tahunan ini. 
Mendukung salah satu pasangan calon, yang pada akhirnya memenangkan 
pemilihan presiden. Menurutnya, hasil yang telah dikeluarkan KPU adalah hasil 
suara sah.75 Sama halnya pendapat dari Hasnawati, KPU merupakan lembaga 
independent yang memang sudah kewenangannya dalam mengumumkan hasil 
pemilu. 
Di Kota Makassar, pasangan calon Prabowo dan Sandiaga Uno berhasil 
memperoleh suara terbanyak dibandingkan lawannya. Tetapi hasil rekapitulasi 
suara dari KPU Pusat mengumumkan Jokowi dan Ma’ruf Amin memenangkan 
pemilihan presiden. Hal ini yang mendasari sebagian pendukung dari kubu 
Prabowo – Sandiaga merasa tercurang. 
Persepsi masyarakat di Kelurahan Paropo tidak mempengaruhi kerukunan 
masyarakat. Menurut Abdul Syukur sekaligus Ketua RT menjelaskan selama 
perhitungan suara, masyarakat tidak saling menjelek-jelekkan satu sama lain. 
tetapi mereka bersama-sama mendirikan posko yang bertujuan menunggu hasil 
rekapitulasi suara dari KPU. Menurutnya, masyarakat sudah mampu menilai yang 
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mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga, di daerahnya tidak terjadi hal-
hal yang seperti yang tidak diinginkan.76 
Akibat dari adanya perbedaan hasil suara dari lembaga survei quick count 
dengan KPU. Masyarakat dibuat bingung pada saat itu, kondisi ini sangat 
mempengaruhi persepsi masyarakat. Jadi, haruslah di ingat bahwa quick count 
bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun 
masyarakat berhak mengetahui dan masyarakat dengan kesadaran penuh bahwa 
hasil yang resmi dan berlaku adalah hasil yang diumumkan oleh KPU sesuai 
dengan jadwal yang ditentukan, namun banyak masyarakat yang menunggu hasil 
quick count tersebut begitu pemungutan suara selesai.  
Banyak dari masyarakat mau begitu saja menelan mentah-mentah berbagai 
hasil survei yang ada dan terus bermunculan pada saat proses perhitungan suara 
pilpres pada saat itu. Asal ada saja kecondongan hasil survei yang tertampilkan 
dengan persepsi tentang calon yang mereka sukai, maka mereka mengamininya. 
Tetapi memahami dan mempercayai hasil survei tidak harus semudah dan 
sesederhana itu. 
Akibat dari ini, masyarakat tidak mempercayai hasil rekapitulasi suara yang 
sah di umumkan oleh KPU. Bisa saja terjadi kekacauan dan tuntutan demi 
tuntutan dari kalangan masyarakat pemilih tertentu. Sebagian masyarakat akan 
menaruh berbagai kecurigaan, kemudian dengan sendirinya akan muncul rasa 
penasaran amat besar, rasa tidak suka, dan pemberontakan terhadap hasil yang 
 
76Abdul Syukur, Ketua RT di Jl Meranti, Kelurahan Paropo Kec. Panakukkang Kota 





sebenarnya. Padahal kemungkinan paling mungkin hasil survei itulah yang 
memang keliru. 
Pada dasarnya pilpres adalah salah satu pesta demokrasi. Harusnya di sambut 
dengan suka cita. Pasca pilpres seharusnya masyarakat saling menjaga persatuan 
dan kesatuaan NKRI meskipun berbeda pandangan politik. Sebagai warga negara 
yang baik, mestinya menerima keputusan KPU akan hasil pilpres. Karena KPU 
merupakan satu-satunya lembaga yang diamanahi oleh undang-undang untuk 
menyelenggarakan pelaksanaan pilpres 2019. 
D. Konsep hukum Tata Negara Islam terhadap persepsi masyarakat dalam 
Pilpres 2019 di Kecamatan Panakukkang Kelurahan Paropo, Kota 
Makassar 
Dalam Islam pemimpin merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk 
dibahas, merupakan suatu kebutuhan yang ada disetiap masa dan tempat. Telah 
kita ketahui setelah Nabi Muhammad SAW wafat beliau tidak pernah menunjuk 
satu orang sebagai pengganti beliau. Hal ini juga dasar yang membawa perubahan 
pada kehidupan umat Islam, khususnya dalam kepemimpinan. Jika setelah 
Rasulullah wafat kepemimpinan dalam Islam kita kenal dengan Khilafah dengan 
khalifah sebagai pemimpinnya, namun sistem khilafah ini digantikan dengan 
sistem modern, yang khalifah menjadi perdana Menteri, sultan, presiden yang 
tentunya membawa perubahan sistem dalam Islam.77 
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Indonesia secara konstitusional adalah bukan negara Islam melainkan negara 
pancasila, sehingga formal kelembagaan tidak memungkinkan umat Islam untuk 
mewujudkan seutuhnya prinsip-prinsip Islam tentang hukum terutama dalam 
bentuk yang resmi. Negara pancasila membina dan mengakui agama-agama yang 
dianut rakyatnya sepanjang berkeadaban dan berkeadilan. Untuk 
memberlakukannya hukum Islam pada umatnya harus berdasarkan sistem politik 
yang ada pada saat ini, maka yang dapaat dilakukan adalah dengan umat Islam 
berjuang dalam bingkai politik hukum agar nilai-nilai Islam dapat mewarnai, 
bahan dan materi dalam produk hukum.78 Perjuangan untuk mewarnai produk 
hukum dengan bingkai islam maka salah satu perjuangan yang di lakukan umat 
Islam adalah dalam menjadi partisipan politik. Masyarakat merupakan salah satu 
partisipan politik yang berhak menentukan pilihannya masing-masing tanpa 
adanya paksaan dari berbagai pihak manapun.  
Pentingnya masyarakat sebagai partisipasi politik dalam konteks demokrasi di 
Indonesia khususnya pada pemilihan presiden adalah memilih pemimpin yang 
menjadi ganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggarakannya ajaran 
agama. Menurut Mawardi kepemimpinan itu wajib menurut syariat dan wajibnya 
imamah (kepemimpinan) adalah fardu kifayah. berdasarkan pernyataan tersebut 
jika kepemimpinan itu wajib menurut syariat maka pengangkatan kepala negara 
juga hukumnya wajib menurut syariat. Begitu pula pemilihan presiden dan wakil 
presiden di Indonesia merupakan suatu kewajiban agar dapat mengatur Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
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Dilihat dari mekanisme pemilihan presiden 2019 berbeda dengan yang ada 
pada zaman Khalifah Rasyidin dalam konteks metode atau cara memilih tetapi 
sama dalam maknanya. Dilihat dari sejarah bahwa setiap khalifah dipilih dengan 
metode musyawarah atau syura, khususnya pada masa Umar bin Khattab, Usman 
bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Metode musyawarah atau syura inilah yamg 
menjadi contoh wadah yang disediakan pemimpin untuk menampung partipasi 
ummat atau masyarakat melalui perwakilannya. Sedangkan di Indonesia sendiri 
telah di fase demokrasi modern yaitu memilih pemimpin secara langsung di 
tempat pemungutan suara (TPS) tetapi masih bermakna musyawarah yaitu 
masyarakat menyuarakan pendapatnya melalui tindakan.  
Pemilihan yang terjadi pada masa khulafaur rasyidin dengan masa sekarang 
tetap memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan umat dan mencegah 
kemudaratan meskipun dengan cara yang berbeda. Islam sendiri tidak 
memaksakan ummatnya dalam memilih. Karena Islam memahami kebebasan 
merupakan nilai kemerdekaan tiap individu yang telah terkandung dalam hak 
asasi manusia. Islam tidak perlah melarang sesuatu hal apapun selama sejalan 
dengan Al Qur’an dan hadis. Sebab Islam sangat menjunjung tinggi hak, dalam 
islam pun menyampaikan pendapat politik tidak ada paksaan dalam memilih atau 
di pilih.79 
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Mayoritas masyarakat Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang adalah 
beragama Islam, penerapan Islam yang dilakukan oleh masyarakat disana, ialah 
memberikan partisipasinya dalam memilih calon presiden dan wakil presiden 
tahun 2019 dengan sukarela tanpa paksaan yang di dasari oleh nilai kebebasan 
dalam memilih pemimpin dan merupakan suatu kewajiban sebagai bentuk dari 
perjuangan untuk menentukan nilai-nilai yang Islam dalam pemerintahan. Maka 
dilihat dari partisipasi masyarakat Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang 
merupakan perwujudan dalam pemberian amanat kepada calon pemimpin negara. 
Indonesia merupakan negara yang berbentuk Republik yang menganut asas 
sila-sila Pancasila. Diantara berbagai macam perbedaanlah kita di tuntun 
Pancasila agar menciptakan masyarakat yang damai dan penih toleransi antar 
sesama. Indonesia mempunyai sistem pemerintahan yang berbentuk presidensial 
dan di pimpin oleh Presiden. Presiden merupakan kepaa negara dan sekaligus 
kepala pemerintah dan tugasnya di bantu oleh wakil Presiden. Indonesia 
merupakan Negara terbesar di dunia dengan angka jumlah penduduk yang sangat 
besar. Hal ini yang membuat Indonesia di kenal sebagai negara yang 
multikultural.  
Ramainya isu pilpres di tahun 2009, yang menghiasi perjalanan politik 
Indonesia, tentu berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, 
dampak yang terjadi saat itu cenderung menjurus pada hal yang negative. 
Perbedaan pilihan politik di antara masyarakat rupanya mengubah cara pandang 





Tersebarnya berita hoax atau palsu mengenai kedua kubu ini membuat 
masyarakat cukup bingung untuk memebedakan mana fakta dan mana dusta. 
Sehingga terjadi perseteruan dan perbedan pendapat bahkan ada yang saling 
bermusuhan satu sama lain. Banyak terjadi peperangan yang melibatkan 
pendukung dari dua kubu tersebut, antara lain perang media sosial. Perang media 
sosial yang terlihat adalah banyaknya tulisan atau tagar di internet yang saling 
menjatuhkan atau menjelekkan ke dua kubu politik Indonesia. 
Namun berbeda di Kecamatan Panakkukang Kelurahan Paropo, menurut 
Abdul Syukur sekaligus Ketua RT perbedaan dalam menentukan pemimpin sudah 
jelas ada, tetapi kegaduhan selama pilpres 2019 tidak ada di Kelurahan Paropo. 
Masyarakatnya sama-sama menjaga pilpres 2019 tetap damai, walaupun isu-isu 
selama pilpres 2019 sangat panas waktu itu.80 
Isu pilpres yang menghiasi kehidupan bermasyarakat di Indonesia 
memberikan dampak yang besar. Dengan adanya isu yang menghiasi perjalanan 
pilpres 2019 kali itu membuat banyak orang-orang terpisah akibat perbedaan 
pilihan pilpres mereka masing-masing. Meskipun ada dampak buruk yang terjadi 
pada masyarakat Indonesia, akan tetapi masih ada pula dampak baik seperti 
timbulnya kepedulian para generasi muda Indonesia mengenai kondisi politik 
bangsanya yang akhirnya akan menggerakkan mereka untuk aktif berpartisipasi. 
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Seperti yang dikatakan Andi Rasyid, menurutnya pemilih itu harus sadar akan 
hak dan kewajibannya. Pemilih tidak boleh hanya mengetahui haknya namun juga 
harus tahu kewajibannya. Kewajibannya yaitu pemilih harus mengikuti aktivitas 
pilpres sebelum tahapan pilpres dimulai.81 
Setelah pengumuman hasil pilpres 2019 diumumkan oleh KPU Kota 
Makassar, sebagian Masyarakat di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang 
menerima keputusan dari KPU Kota Makassar namun ada juga yang tidak 
menerima. Menurut Abdul Syukur sebagian dari masyarakatnya ada yang tidak 
menerima, tetapi tidak terjadi perpecahan di wilayahnya. Pendukung dari masing-
masing pasangan calon hanya beradu argumen tanpa adanya saling sindir 
menyindir antar pihak. Terlebih lagi ketika  Mahkamah Konstitusi (MK) 
memutuskan pasangan calon urut nomor satu memenangkan pilpres 2019. 
Masing-masing masyarakat di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang 
menerima keputusan Mahkamah Konstitusi walaupun pasangan yang di dukung 
tidak menang dalam pilpres 2019.82 
Abdul Rasyid mengatakan sebagai warga negara yang baik harus menerima 
keputusan MK, karena persidangan di gelar secara terbuka. Mahkamah Konstitusi 
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juga mengambil keputusan sesuai dengan fakta persidangan, sesuai dengan alat 
bukti, sesuai dengan keyakinan hakim konstitusi.83 
Islam sendiri mewajibkan manusia untuk menaati keputusan yang diputuskan 
oleh hakim. Apabila hakim menegakkan keadilan maka rakyat wajib menaati, 
akan tetapi apabila berlaku zalim dan menindas serta jahat maka tidak wajib 
mentaatinya. Dalam hadis dikatakan bahwa : 
 
Artinya : 
“Tidak ada keharusan untuk mematuhi perbuatan dosa, ingatlah ketaatan 
hanya wajib bagi perilaku yang benar”. (HR. Al-Bukhari)84 
 
Syekh Abdurrahman al-Sa’adi berkata: Allah memerintah untuk mentaati ulil 
amri, yakni para penguasa, dari kalangan pemimpin, hakim, ahli fatwa. Urusan 
agama dan dunia mereka tidak akan terbina dengan sempurna kecuali dengan 
ketaatan kepadanya yang berarti taat kepada Allah.85 
Jadi keputusan yang telah di putuskan Mahkamah Konstitusi harus di taati 
oleh Masyarakat di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang. Karena 
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan 
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kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Walaupun persepsi masyarakat di Kelurahan 
Paropo Kecamatan Panakkukang berbeda-beda tetapi harus taat pada keputusan 








1. Hasil rekapitulasi suara pilpres 2019 menimbulkan protes dari pasangan 
calon urut nomor dua, yang mengakibatkan terpecahnya dua kubu. 
Banyaknya berita hoax sedikit membuat kegaduhan. Tetapi kerukunan 
masyarakat di Kelurahan Paropo Kecamatan tetap terjalin dengan baik.  
KPU Kota Makassar banyak mengalami hambatan, tetapi karena adanya 
PKPU serta kerja sama antara KPU Provinsi dan KPU Pusat sehingga 
hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. KPU Kota Makassar mengatasi 
berita hoax menjelang pilpres 2019 dengan bekerja sama dengan wartawan 
yaitu melakukan press conference dengan melampirkan data-data yang 
jelas faktanya terkait hasil pilpres 2019. 
2. Banyak dari masyarakat mau begitu saja menelan mentah-mentah berbagai 
hasil survei yang ada dan terus bermunculan pada saat proses perhitungan 
suara pilpres pada saat itu. Asal ada saja kecondongan hasil survei yang 
tertampilkan dengan persepsi tentang calon yang mereka sukai, maka 
mereka mengamininya. Pada dasarnya pilpres adalah salah satu pesta 
demokrasi. Harusnya di sambut dengan suka cita. Pasca pilpres seharusnya 
masyarakat saling menjaga persatuan dan kesatuaan NKRI meskipun 




menerima keputusan KPU akan hasil pilpres. Karena KPU merupakan 
satu-satunya lembaga yang   menyelenggarakan  pelaksanaan pilpres 2019. 
3. Konsep hukum tatanegara Islam mengenai persepsi masyarakat terhadap 
hasil pilpres 2019 yaitu masyarakat harus menaati hasil rekapitulasi yang 
telah di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Islam sendiri mewajibkan 
manusia untuk menaati keputusan yang diputuskan oleh hakim. Apabila 
hakim menegakkan keadilan maka rakyat wajib menaati.  
B. Implikasi 
1. Pada dasarnya pilpres adalah salah satu pesta demokrasi. Harusnya di 
sambut dengan suka cita. Pasca pilpres seharusnya masyarakat saling 
menjaga persatuan dan kesatuaan NKRI meskipun berbeda pandangan 
politik. Sebagai warga negara yang baik, mestinya menerima keputusan 
KPU akan hasil pilpres. Karena KPU merupakan satu-satunya lembaga 
yang diamanahi oleh undang-undang untuk menyelenggarakan 
pelaksanaan pilpres 2019. Banyak dari masyarakat mau begitu saja 
menelan mentah-mentah berbagai hasil survei yang ada dan terus 
bermunculan pada saat proses perhitungan suara pilpres pada saat itu. Asal 
ada saja kecondongan hasil survei yang tertampilkan dengan persepsi 
tentang calon yang mereka sukai, maka mereka mengamininya. 
2. Selama hasil pilpres 2019 di Kota Makassar menimbulkan berbagai 
persepsi di tengah-tengah masyarakat.. Terlebih lagi pilpres 2019 ini, 
diadakan serentak dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. 




bukan dari lembaga resmi.  hal inilah yang menyebabkan masyarakat 
menjadi dua kubu. sebaiknya, pemerintah sebelum atau menjelang pemilu 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat. agar masyarakat dapat 
memahami perbedaan hasil quick count yang berasal dari lembaga resmi 
dan non resmi. 
2. Dalam Islam sendiri, Allah memerintah untuk mentaati ulil amri, yakni 
para penguasa, dari kalangan pemimpin, hakim, ahli fatwa. Umat Islam 
sendiri wajib menaati keputusan hakim. Jadi, masyarakat diharapkan 
menerima keputusan yang telah di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi 







Abdullah Muhammad, Abu.  Al-Jami li Ahkami Al-Qur’an, Jakarta: Darul Qalam, 1980 
ad-Dumaiji, Abdullah. Konsep Kepemimpinan Dalam Islam, Jakarta: Ummul  Qura, 2016 
Ahmad, Muhammad. Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan, Jakarta: CV 
Rajawali, 1985 
Al-Mawardi, Imam. Al-Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah 
Islam,Jakarta: Al-Azhar Press, 2015 
Aly, Sirojuddin. Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik, dan Sejarah, Depok: 
PT RajaGrafindo Persada, 2018 
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2009 
Cholisin, dkk. Dasar-Dasar Partai Politik, Yogyakarta: UNY Press, 2007 
Dewi, Indah Kusuma & Ali Mashar. Nilai-Nilai Profetik dalam Kepemimpinan 
Modern pada Manajemen Kinerja, Jogjakarta: Gre Publishing, 2019 
Donald, Parulian. Menggungat Pemilu, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006 
Fahmi, Khairul. Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2011 
Fatih Syuhud, A. Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia Islam, Pagelaran 
Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2019 
Fauzia, Farida. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Sekretariat Jendral KPU, 
Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, 
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2010 
Fitrah, Muh dan Luthfiyah, Metode Penelitian: penelitian Kualitatif, Tindakan 
Kelas dan Studi Kasus, Jawa Barat: CV Jejak, 2017 
Fuad Abdul Baqi, Muhammad. Al-Lu’lu’ Wal Marjan, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 
1995 
Gunawan, Ari H. Sosiologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000 
Hasbi Amiruddin, M. Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman,Yogyakarta: 





Huda Ni’Matul dan M. Imam Nasef. Penataan Demokrasi di Indonesia Pasca-
Reformasi, Edisi I, Jakarta: Kencana, 2017 
Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grapindo 
Persada, 2006 
Huntington, Samuel P. Gelombang Demokrasi Ketiga, Jakarta: Grafitti, 1997 
Jafar, Usman. Islam Politik:Dinamika Pemikiran Politik dalam Islam, Makassar: 
Alauddin University Press, 20  
Johny, Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia, 
2005 
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung: CV. Diponorogo, 
2005 
Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. Partai Politik da Pemilihan Umum di 
Indonesia: Teori, Konsep, dan Strategi. Jakarta : Rajawali Pers, 2017 
Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja  
Rosdakarya, 2006 
Magnis Suseno, Franz. Mencari Sosok Demokrasi; Telaah Filososif, Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 1995 
Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011. 
MD, Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: Rajawali, 2010 
Nasution, Harun. Islam Rasional Gagasan dan Pikiran, Bandung: Penerbit Mizan, 
1995 
Prihatmoko, Joko J. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, Semarang: LP3i, 
2003 
Samin, Sabri. Menguak Konsep dan Implementasi Ketatanegaraan dalam Islam 
(Fiqih Dustury, Makassar: Alauddin University Press, 2011 
Soekanto, Soejono. Sosiologi suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali, 1990 
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: UI Perss, 1981 
Soelaiman, M. Munandar Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, 
Bandung: Eresco, 20 
Sutisna, Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di 





Syuhud, A Fatih. Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia Islam, 
Pagelaran Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2019 
Tambunan, A.S.S. Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR,DPR, dan 
DPRD, Bandung : Binacipta, 2010 
 
Undang-Undang 
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang  Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, 
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilu 
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum  
 
Jurnal 
Fisip, Jom Analisis Kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Pelalawan  
Harpani Matnuh, Sarbaini dan Zainal, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 
5, No. 9 (Mei, 2015) 
Huda,  Khoiril  & Zulfa ‘Azzah Fadhlika, Pemilu Presiden 2019: Antara 
Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecehan Bangsa, Jurnal 
Hukum dan Pembangunan vol. 4, No. 3 (Tahun 2018) 
 
SKRIPSI 
Megawati, “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan  Prinsip 
Pemilihan Umum yang Luber dan Jurdil Pada Pemilihan Kepala Daerah 


































Wawancara dengan Tokoh Agama Kelurahan Paropo Kecamatan 

























Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Paropo Kecamatan 
Panakkukang 
